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دـعب اما .نيعمجا  
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berkah, rahmat, dan pertolongan serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan 
kesempatan, kesehatan, dan keselamatan, serta kemampuan untuk dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam atas junjungan kami 
baginda Nabi Muhammad saw yang telah menyampaikan kepada kami nikmat Islam 
dan menuntun manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang dikehendaki serta 
diridhoi oleh Allah swt. 
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Mensosialisasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 
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berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik. Baik itu dari 
bimbingan para dosen maupun rekan-rekan mahasiswa. Pada penyusunan skripsi ini 
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Mahmuddin, M.Ag, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dr. Nur 
Syamsiah, M.Pd.I yang telah memberikan wadah buat penulis. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
1. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
xii 
 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ى fathah dan yaa’ Ai a dani 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي  ي  ر : ramaa 
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 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا ف ْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة ن ْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا  : al-hikmah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
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  َى ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصً َّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 ََّسن اَ ة ن  سن  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه ف ْن ا : al-falsafah 
  َد  لَ ب ْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 




 ٌَ ْو  ر  يْا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :  
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 




ٰ للا ن ْي  د diinullah َ 
ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
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hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
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harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
11. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 






Nama   : Syahrul 
NIM   : 50700113018 
Judul : Peran Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam 
Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun  2010     
tentang Cagar Budaya 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Peran Humas pemerintah 
daerah Kabupaten Soppeng dalam mensosialisasikan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan (2) Faktor penghambat 
yang di hadapi Humas pemerintah kabupaten Soppeng dalam mensosialisasikan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di 
pemerintah daerah kabupaten Soppeng. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber 
primer yaitu informasi utama yang langsung diperoleh dari informan sebagai sumber 
informasi melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber sekunder yaitu data 
informasi pelengkap, berupa data tentang struktur, fungsi yang diperoleh dari bagian 
unit lingkungan terkait. Data sekunder terdiri atas laporan-laporan, arsip atau 
dokumen, serta kepustakaan yang relevan. Selanjutnya, Metode pengolahan dan 
analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan analisis data 
dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan 
Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Peran Humas Pemda Kabupaten 
Soppeng dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang 
cagar budaya  yaitu ; peran humas kabupaten Soppeng dalam sosialisasi, bentuk 
sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung dalam sosialisasi undang-undang 
cagar budaya dan evaluasi kegiatan sosialisasi. Dalam hal ini media yang digunakan 
bagian Humas pemerintahan kabupaten Soppeng adalah: Situs resmi pemerintah 
Kab.Soppeng, Bugis Warta, Tribun Soppeng untuk skala lokal dan Humas 
bekerjasama dengan Fajar dan Tribun Timur untuk skala regional. Adapun  faktor 
penghambat yang dihadapi Faktor Geografi daerah Kabupaten Soppeng, Kurangnya 
Pemahaman masyarakat terhadap undang-undang cagar budaya dan Masih banyaknya 
situs cagar budaya yang belum terdaftar  
Implikasi dari penelitian ini yaitu agar kedepannya Humas tidak hanya 
mengandalkan media online dan sosialisasi langsung dalam mensosialisasikan 
peraturan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya kepada 
masyarakat. Selain itu humas perlu memaksimalkan semua media massa yang ada 
dalam sosialisasi undang-undang agar penyebaran informasi merata di masyarakat. 
Terkait dengan sosialisasi langsung humas masih perlu menghadirkan program-
program baru bukan hanya workshop saja agar masyarakat lebih tertarik dan paham 







A.  Latar Belakang Masalah 
Sebagai makhluk sosial, komunikasi tidak akan pernah lepas dari kehidupan 
manusia pada umumnya. Kita dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan orang 
lain, menjadikan  manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang akhirnya akan  
mengerti dan  memahami pesan yang telah disampaikan agar dapat menghasilkan 
feedback, yaitu adanya interaksi. 
Sebagai sarana atau alat dari komunikasi sosial, kita mengenal adanya suatu 
badan atau unit didalam instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta yang 
lazim diberi nama hubungan masyarakat sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu 
Public Relation. Adanya unit kehumasan pada setiap lembaga, organisasi atau 
perusahaan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran 
aktivitas instansi secara internal dan eksternal. Hubungan masyarakat merupakan 
suatu cara untuk memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi melalui 
media. 
Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan saat ini. Semakin disadari betapa 
pentingnya peranan humas sehingga dapat dikatakan  tidak ada instansi pemerintah 
yang besar tidak memiliki bagian hubungan masyarakat dalam struktur organisasinya, 
sebab suksesnya tugas dan program pemerintah saat ini tidak hanya ditentukan  oleh 
tercapainya program yang telah ditetapkan, tetapi ditentukan oleh faktor seberapa 
jauh  masyarakat mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas dan program 
pemerintah tersebut dan ikut serta pelaksanaannya. Keberadaan Humas di suatu  
lembaga instansi pemerintah merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun 
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operasional. Departemen kehumasan harus mampu bertindak sebagai publik 
informasi, publik affair dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan 
kegiatan dan program  kerja pembangunan pada suatu instansi baik ditujukan kepada 
publik maupun publik eksternal (masyarakat). 
Melalui unit atau program kerja humas, pemerintah dapat melaksankan 
penyampaian informasi pembangunan, penjelasan kebijakan atau tindakan  tertentu 
serta kegiatan dalam  melaksanakan kewajiban atau tugas dinas pemerintah. 
Pemerintah dituntut untuk memiliki informasi dan mensosialisasikan sesuai dengan 
keinginan masyarakat, sebab pada dasarnya pemerintah adalah pelayan  masyarakat 
yang memberikan  pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap kali ada 
peraturan, undang-undang, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi nasib 
masyarakat maka pihak pemerintah berkewajiban berusaha untuk menjelaskan 
berbagai implikasinya kepada segenap masyarakat, karena nasib mereka pun ikut 
terpengaruh. (Ruslan,2008:21).  
Dengan  adanya UU Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) menjadi acuan Pemda Kab.Soppeng untuk menyampaikan informasi 
kepada publiknya dimana transparency menjadi salah satu ukuran dari suatu 
penyelenggaraan pemerintah. UU KIP menurut peran Humas yang lebih untuk 
melakukan sosialisasi dan komunikasi lembaga pemerintah. Masyarakat berhak 
mengetahui informasi apapun dari pembuat dan pelaku kebijakan. Salah satunya 
adalah melakukan sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 
Definisi dari Cagar Budaya di atur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 
(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar 
Budaya, yaitu bahwa Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa 
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Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 
Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan. (Republik Indonesia, 
2010: Bab I, Pasal 1) 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tetang cagar 
budaya yang ,merupakan pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak sekedar mengatur pelestarian benda 
cagar budaya, tetapi juga berbagai aspek lain yang berhubungan dengan peninggalan 
budaya masa lalu, seperti bangunan, struktur, situs, kawasan cagar budaya, kejelasan 
kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah, serta partisipasi masyarakat. 
Penggantian ini dimaksudkan pula untuk menyesuaikan perkembangan, tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. (Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Permuseuman Balai Pelestarian 
Cagar Budaya Makassar:2015) 
Kabupaten Soppeng merupakan kota daratan tinggi yang dikenal dengan kota 
kalong yang ada di Sulawesi Selatan. Soppeng terletak pada depresiasi sungai 
Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan ± 700 km
2 
serta 
berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m  dengan  keberadaan 424 buah 
cagar budaya bergerak dan 59 buah cagar budaya yang tidak bergerak, selain itu salah 
satu cagar budaya religi yang ada Kabupaten Soppeng adalah Patung Bunda Maria 
Pieta yang berada di Jalan Samudera No. 48 Watansoppeng patung ini terletak di 




Pastor setempat yaitu Pastor Imanuel Asi’ menyebutkan, patung tersebut 
didatangkan langsung dari Vatikan pada masa kolonial Belanda. Keberadaan patung 
tersebut di Soppeng adalah hal yang tidak disengaja. “Sebenarnya bangsa kolonial itu 
ingin menyebarkan agama Katolik di Bandung, tapi karena waktu itu Soppeng 
menjadi salah satu yang teraman dan damai, disembunyikanlah di sini. Sampai 
akhirnya Indonesia merdeka, patung itu tetap di sini,” ujar Pastor Asi’ 
kepada KompasTravel, Kamis (24/11/2016). 
Museum Prasejarah Calio yang terletak di kelurahan Ujung, Kecematan 
Lilirilau berlokasi di dalam area situs yang merupakan tempat penyimpanan dan juga 
display temuan memperlihatkan kondisi yang kurang layak. Informasi yang 
didapatkan di Museum Calio hanya didapatkan dari poster yang dibuat sejak tahun 
1980an, sementara itu koleksi yang ditampilkan sama sekali tidak diberi informasi 
(label) sehingga pengunjung hanya mendapatkan informasi sekedarnya dari juru 
pelihara BPCB Sulawesi Selatan yang bertugas disana. 
Namun seiring perkembangan zaman, perlahan-lahan pemahaman masyarakat 
tentang cagar budaya mulai pudar. Masyarakat tidak lagi paham bagaimana 
pentingnya menjaga cagar budaya yang ada, agar terus ada dan dapat di nikmati 
generasi selangjutnya. Terlebih pada 30 buah cagar budaya yang tidak bergerak yang 
ada di kabupaten  Soppeng yang belum terdaftar sehingga perlu perhatian lebih dari 
masyarakat dan pemerintah agar cagar budaya tersebut bertahan.  Diantaranya adalah 
istana datu Soppeng dan gereja katolik yang berada di pusat kota Kabupaten 
Soppeng. 
 Belum terdaftarnya beberapa cagar budaya ini sangat berdapat buruk dimana 
dasar hukum yang lemah sehingga sewaktu-waktu pemilik sah dapat merubah bentuk 
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asli dari bangunan yang ada dan biaya pelestarian cagar budaya ini tidak di anggarkan 
dari pemerintah sehingga beberapa cagar budaya yang ada terbengkalai begitu saja 
terlebih pada 13 makam-makam pahlawan  yang ada di kabupaten Soppeng yang 
memiliki peran penting dalam sejarah kabupaten Soppeng. 
Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi di kota Soppeng dalam 
pengelolaan  bangunan cagar budaya, Pemerintah Kota Soppeng dituntut untuk lebih 
fokus lagi dalam melaksanakan UU  Nomor  11 tahun 2010 tentang cagar budaya 
mengingat banyaknya bangunan cagar budaya yang belum ditetapkan, membuat 
sebagian dari masyarakat melakukan pelanggaran dengan melakukan perubahan 
bentuk pada bangunan maupun pengalih fungsian. Disamping tugas Pemerintah Kota 
Soppeng dalam mengelola bangunan cagar budaya masyarakat pun dituntut untuk 
ikut menjaga maupun melestarikan bangunan cagar budaya. karena sebuah kebijakan 
tidak akan berhasil jika tidak ada kerjasama dari masyarakat. Dengan itu Humas 
pemerintah kabupaten Soppeng bekerja sama dengan berbagai publik terutama media 
untuk mempermudah dan menunjang kegiatan sosialisasi kebijakan atau peraturan 
daerah yang ditetapkan. Sehingga masyarakat mendapat kejelasan tentang hak dan 
kewajibannya terhadap pemberlakuan kebijakan atau perda tersebut.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Penelitian yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari 
beberapa pokok dan istilah yang terdapat pada judul “Peran Humas Pemerintahan 
Kabupaten Soppeng Dalam Mensosialisasikan Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya” 
Fokus penelitian ini adalah Bagaimana peran Humas Pemerintah Kabupaten 
Soppeng dalam mensosialisasikan UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ke 
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masyarakat, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran Humas yang dilakukan 
pemerintahan Kabupaten Soppeng dalam mensosialisasikan undang-undang cagar 
budaya. 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasiakan judul 
penelitian ini sekaligus memudahkan pemahaman dan menyamakan persepsi antara 
pembaca dan penulis terhadap judul, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan 
pengertian beberapa kata yang sesuai dengan variabel dalam judul ini.  
Humas pemerintah adalah suatu lembaga yang menjembatani kepentingan 
pemerintah dan masyarakat daerah dalam memberikan informasi, mendidik, 
meyakinkan meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat atau 
membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. 
Humas mempunyai peran besar secara fungsional dan operasional suatu 
kegiatan dalam suatu organisasi kepada masyarakat yang berdasarkan hubungan yang 
saling menguntungkan agar masyarakat mengerti apa yang dilakukan organisasi serta 
mendapatkan kebijakan yang dibuat untuk mendapatkan kepercayaan. 
Sosialisasi mengacu pada suatu proses  belajar seorang individu yang akan 
mengubah dari seseorang yang tidak tahu menahu tentang diri dan lingkungannya 
menajdi lebih tahu dan memahami. Sosialisasi merupakan suatu proses dimana 
seseorang menghayati norma-norma kelompok dimana ia hidup sehingga timbullah 
diri yang unik, karena pada awal kehidupan tidak ditemukan apa yang disebut dengan 
“diri”. Pada dasarnya ,sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi 
kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi 
terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua memungkinkan 
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lestarinya suatu masyarakat  kerena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi 
saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat teganggu. 
( http://id.shvoog.com/social-science/sociology/1943452-(akses, Januari 19 2017)) 
Undang-undang yang di maksudkan adalah undang-undang republic Indonesia 
nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam pembahasan ini, peneliti 
memberikan batasan untuk menghindari persepsi atau interpertasi baru yang bersifat 
umum sehingga pembahasannya tidak keluar dan fokus atau spesifikasi permasalahan 
dalam penelitian lapangan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka 
dalam penelitian mengangkat rumusan masalah yakni: 
1. Bagaimana peran Humas pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam 
mensosialisasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya? 
2. Apa faktor penghambat yang di hadapi Humas pemerintah Kabupaten Soppeng 
dalam mensosialisasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Cagar Budaya di pemerintah daerah Kabupaten Soppeng ? 
 
D. Kajian Pustaka/ Penelitan Terdahulu 
Dalam penulisan judul ini sepanjang pengetahuan penulis belum pernah 
ditulis oleh rekan-rekan mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Penulis ingin 
memperoleh data yang aktual dan merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
8 
 
mengenai Peran Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Mensosialisasikan 
Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 
Adapun tulisan ilmiah mengenai peran humas Pemerintah yang pernah ditulis 
oleh beberapa mahasiswa dari beberapa universitas, diantaranya sebagai berikut; 
1. Evawani Elysa Lubis dalam penelitiannya tentang Peran Humas Dalam 
Membentuk Citra Pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran 
Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan pada Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2005 belum dilaksanakan secara optimal karena pencapaian 
informasi cenderung satu arah. Faktor penghambat Humas Sekretariat Daerah 
Provinsi Riau dalam pembentukan citra positif Pemerintah Provinsi Riau 
antara lain sumber daya manusia, faktor politis, struktur organisasi yang ada 
di Pemerintah Provinsi Riau, kurang memadainya infrastruktur untuk 
menunjang kegiatan kehumasan, dan kurangnya koordinasi diantara Humas 
Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan humas-humas yang ada di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Faktor pendukung aktivitas Humas 
Sekretariat Daerah Provinsi Riau mendapat dana langsung dari APBD 
Provinsi Riau, motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber 
daya manusia. (Evawani Elysa Lubis, “Peran Humas Dalam Membentuk Citra 
Pemerintah” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Riau, 2012)). 
2. Mayang Riyantie, yang meneliti tentang Peranan Humas Pemerintah 
Kabupaten Subang Melalui Konferensi Pers Dalam Menyampaikan Informasi 
Korupsi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa frekuensi  kegiatan  yang 
dilakukan oleh Humas Pemkab Subang dalam menyampaikan  informasi  
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korupsi dilakukan  secara  rutin  yakni  1  bulan  sekali  dan  secara  insidentil,  
baik melalui konferensi  pers  maupun  media  House  Journal  yang  diberi  
nama  info  realitas. Media komunikasi yang digunakan oleh Humas Pemkab 
Subang  saat konferensi pers  ialah menggunakan media  elektronik  
(microphone  dan  Lcd  projector)  dan media  cetak  (buku dan handout). 
Kredibilitas Humas Pemkab  terlihat dari  fakta dan data-data yang disajikan 
pada saat konferensi pers  terkait  informasi korupsi, mengikuti perkembangan 
kasus korupsi Bupati, serta mengirimkan press release kepada media  cetak  
lokal  dan  nasional.  Pesan  yang  dilakukan  Humas  Pemkab Subang  dalam  
menyampaikan  informasi  korupsi  ialah  berbentuk  persuasif  dan 
informatif. (Mayang Riyantie, “Peranan Humas Pemerintah Kabupaten 
Subang Melalui Konferensi Pers Dalam Menyampaikan Informasi Korupsi” 
(Skripsi Sarjana, UNIKOM)). 
3. Syatir dalam penelitiannya tentang Peran Humas Pemerintah Daerah dalam 
Mensosialisasikan Pelaksanan Kebijakan Otomi Daerah di Kabupaten 
Bulukumba. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk aktivitas 
kehumasan Bulukumba melalui pembinaan pengertian khalayak termasuk 
pemberian pelayanan informasi, penyelenggaraan dokumentasi kegiatan-
kegiatan pemerintah, terutama yang menyakut publikasi,memonitor dan 
mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat. Humas pemerintah 
kabupaten Bulukumba berperan sebagai pusat infomasi dan fasilitator 
komuniaksi antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan 
pemerintah pusat serta bekerja sama dengan berbagai media dalam 
mensosialisasikan pelaksanaan otonomi daerah.( Syatir,” Peran Humas 
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Pemerintah Daerah dalam Mensosialisasikan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi 
Daerah d Kabupaten Bulukumba”  (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin 
Makassar,2012)) 
Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dipaparkan di atas, 
yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Peran Humas Pemerintah Kabupaten 
Soppeng Dalam Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang  
Cagar Budaya. 
 
Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
a. Peran Humas pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam mensosialisasikan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya. 
b. Faktor penghambat yang di hadapi Humas pemerintah kabupaten Soppeng dalam 
mensosialisasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya di pemerintah daerah kabupaten Soppeng. 
 
2.  Manfaat penelitian  
a.   Manfaat Akademik 
1) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terutama dalam 
bidang komunikasi. 
2) Untuk menambah khazanah penelitian ilmu komunikasi, khususnya yang 
berhubungan dengan peran humas pemerintah kabupaten Soppeng dalam 
mensosialisasikan peraturan daerah 
3) Untuk menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam meneliti hal-hal 
yang relevan. 
4) Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan bahan bacaan dan 
sebagai informasi kepada para pembaca. 
b.  Manfaat Praktis 
1) Secara praktis dalam penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk 
meningkatkan kerja humas. 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai salah satu 














A.  Humas  
1. Humas 
Menurut para pakar, hingga saat ini belum terdapat consensus mutlak tentang 
definisi dari Humas. Ketidaksepakatan tersebut disebabkan oleh: 
pertama,beragamnya definisi public relation yang telah dirumuskan baik oleh para 
pakar maupun professional public relations/ Humas didasari perbedaan sudut 
pandang mereka terhadap pengertian Humas. Kedua, perbedaan latar belakang 
misalnya, definisi yang dilontarkan oleh kalangan praktisis. Dan  ketiga, adanya 
indikasi baik teoritis maupun praktis bahwa kegiatan public relations atau kehumasan 
itu bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan dinamika kehidupan 
masyarakat yang mengikuti kemajuan zaman, khususnya memasuki era globalisasi 
dan mellinnium. (Rosady Ruslan, 2010:15) 
Hubungan masyarakat adalah suatu elemen dalam bauran promosi yang 
mengevaluasi sikap masyarakat, mengidentifikasikan hal-hal yang menibulkan 
kepedulian masyarakat dan melaksanakan program-program yang nantinya bisa 
menambah pemahaman dan tingkat penerimaan masyarakat. (W.Charles Lamb, 
2001:234)  
Dari beberapa definisi Humas tersebut, hampir semua mempunyai maksud 
yang sama. Semua definisi bertujuan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian 
dan niat yang baik, kepercayaan serta penghargaan pada public khususnya sangat 






2. Humas Pemerintah 
Humas atau hubungan masyarakat dalam lembaga pemerintahan yang bukan 
lembanga atau organisasi profit memiliki makna yang sama yakni pembentukan dan 
pemeliharaan hubungan dengan  publiknya baik Internal maupun eksternal. Humas 
dalam lembanga pemerintah merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka 
tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan – kegiatan 
lembaga pemerintah kepada masyarakat (Rachmadi, 1992:77). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2011 tentang pedoman 
umum tata kelola kehumasan di lingkungan instasi pemerintah, dijelaskan bahwa 
Humas pemerintah adalah lembaga  praktisi yang melakukan  fungsi manajemen  
dalam bidang informasi dan komunikasi  yang persuasif, efektif, dan efisien untuk 
menciptakan hubungan harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana 
kehumasan  dalam rangka  menciptakan citra dan reputasi  yang positif instansi 
pemerintah. 
Humas pemerintah menurut Sam Black (Effendy, 2006:37) diklasifisasikan 
menjadi Humas pemerintah pusat dan humas pemerintah daerah. Kedua-duanya 
menurutnya mempunyai tugas yang sama, walaupun ruang lingkupnya berbeda.Tugas 
humas pemerintah disini; pertama menyebarkan informasi secara teratur mengenai 
kebijaksanaan perencanaan dan hasil yang telah dicapai, kedua menerangkan dan 
mendidik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan dan hal-hal yang 







3. Peran Humas 
Peranan humas adalah suatu kegiatan dalam suatu organisasi kepada 
masyarakat yang berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan agar masyarakat 
mengerti apa yang dilakukan organisasi serta mendapatkan kebijakan yang dibuat 
untuk mendapatkan kepercayaan. (Dr.Carter Mc Namara, 2002:1) 
Definisi yang lebih menunjuk pada tujuan aktivitas Publik Relation sebagai 
aktivitas berkelanjutan untuk menjamin perusahaan memiliki citra yang kuat dimata 
publik (Iriantara, 2004:5) 
Menurut Dozier & Broom, dalam bukunya Manajemen Public Relations dan 
Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi peranan Humas dalam  suatu organisasi 
dibagi menjadi 4 kategori diantaranya: 
a. Penasihat Ahli (Expert prescriber) 
b. Fasilitator Komunikasi (Communication fasilitator) 
c. Fasilitator Proses Pemecahan masalah (Problem solving process fasilitator) 
d. Teknisi Komunikasi (Communication technician) (Ruslan, 2007 : 20) 
Seorang praktisi pakar Public Relations yang berpengalaman dan memiliki 
kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah 
hubungan dengan publiknya. Hubungan praktisi pakar PR dengan manajemen 
organisasi seperti hubugan antara dokter dan pasiennya. Artinya, pihak manajemen 
bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau 
usulan dari pakar Public Relations tersebut dalam memecahkan dan mengatasi 
persoalan Public Relation yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan. 
Dengan demikian peran Penasehat Ahli dalam media internal adalah membantu 





tengah dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan dalam posisi penasehat ahli yang 
fungsinya adalah memberikan arahan pada setiap permasalahan sekaligus pengontrol 
dalam segala suatu sistem, konsep ataupun regulasi dalam institusi tersebut secara 
organisatoris internalnya. Fasilitator Komunikasi berperan sebagai komunikator atau 
mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengarkan apa 
yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dipihak lain, dia juga dituntut 
mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada 
pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta 
saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik 
dari kedua belah pihak. Fasilitator proses pemecahan masalah memiliki peranan 
dalam membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat (adviser) hingga 
mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang 
tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Biasanya dalam menghadapi suatu 
krisis yang terjadi, maka dibentuk suatu tim posko yang dikoordinir praktisi ahli 
public relations dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian dalam satu tim 
khusus untuk membantu organisasi, perusahaan dan produk yang tengah menghadapi 
atau mengatasi persoalan krisis tertentu. Teknisi Komunikasi (Communication 
technician) berperan sebagai Journalist in resident yang hanya menyediakan layanan 
teknis komunikasi atau dikenal dengan methode of communication in organization. 
Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau 
tindakan yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang 
dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan ke 
tingkat atasan. Hal yang sama juga berlaku pada arus dan media komunikasi antara 






4. Fungsi Humas Pemerintah 
Humas pemerintah berfungsi sebagai saluran langsung dari lingkungan di 
mana terjadi proses pengambilan keputusan kepada masyarakat agar  keputusan yang 
dibuat itu dipahami dan diterima (Rachmadi, 1992:79). Humas juga menampung 
suara-suara atau tanggapan masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan-tindakan 
yang  diambil oleh pemerintah. 
Secara garis besar, humas instansi pemerintahan memiliki peran ganda. 
Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan 
kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan 
masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib 
menyerap aspirasi atau keinginan masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan 
bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama (Ruslan, 2008:102). 
 Rumusan mengenai tugas dan fungsi humas pemerintah berbeda di setiap 
instansi pemerintah. Begitu pula dengan kedudukan atau status atau posisi humas di 
dalam organisasi departemen pun tidak sama. Ada yang bertugas sebagai biro dan ada 
pula yang bertugas sebagai bagian dari salah satu biro (Rachmadi, 1992:82). 
5. Perkembangan Humas 
Humas dan public relation secara umum diartikan sebagai semua kegiatan 
yang dilakukan oleh semua lembaga atau organisasi, dan badan usaha melalui para 
praktisi humas untuk merumuskan organisasi atau struktur dan komunikasi guna 
menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara lembaga itu dengan khalayak 
(orang-orang yang harus dihubunginya). Humas dapat dipandang sebagai alat 





dapat membawa keuntungan dan kemajuan bagi organisasi atau lembaga yang 
bersangkutan. 
Lahirnya konsep humas atau public relation terdapat beberapa pendapat versi 
yang berbeda-beda. Humas sebagai suatu fenomen sosial dan sebagai suatu kegiatan 
baku dalam masyarakat. Sudah ada sejak manusia lahir di dunia. Jadi sama tuanya 
dengan peradaban manusia. Tetapi sebagai ilmu pengetahuan relatif masih baur dan 
termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial politik, administrasi negara, ekonomi, 
sejarah, psikologi, komunikasi dan lain-lain. 
Secara spesifik humas adalah salah satu cabang ilmu komunikasi, dan 
merupakan salah satu unsur adminitrasi yang ada dalam praktek bidang kegiatan 
tertentu, humas juga merupakan satu profesi yang berkaitan dengan hubugan antara 
suatu kelompok/lembaga dengan publiknya yang ikut menentukan kelangsungan 
lembaga yaitu. Munculnya humas dapat ditelusuri pada zaman Thomas Jefferson. 
Humas merupakan engineering of consen (rakayasa sikap, opini, dukungan atau 
pendapat umum) 
Jadi humas erat hubungannya dengan pembentukan opini publik dan 
perubahan sikap. Humas dalam pengertian ini diartikan dan dirintis oleh Alexander 
Hamilton, dan hingga saat ini metode dan pendekatannya masi digunakan. 
Di Indonesia humas secara institusional baru nampak pada tahun 1950-an. 
Akan tetapi profesi humas diakui sejak terbentuknya bakohumas (badan koordinasi 
hubungan masyarakat) pada taggal 13 maret 1971. Bakohumas ini menghimpun para 
pejabat dan staf humas di lingkungan departemen, lembaga-lembaga pemerintah dan 





belakangi yaitu: pertama cepatnya kemajuan teknologi, kedua pertumbuhan ekonomi 
dan yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat. 
Sebagai lembaga pertama di Indonesia yang menghimpun para praktisi humas 
adalah perhumas (perhimpunan hubungan masyarakat). Lembaga ini didirikan 
(berbadan hukum) pada tanggal 12 Desember 1972. Pendirinya dari kalangan swasta 
dan pemerintah antara lain, adalah Wardiman Djojonegoro, Brijen Soemarhadi, 
Marah Joenes, Nana Sutrisna( Pejabat Departemen Luar Negeri Faisal Tamim). 
Pejabat Depagri, R.M HDJ. Wibowo, Dr. Alwi Dahlan, Drs. Soemadi (Mantan 
Direktur TVRI) Imam Sajono (konsultan humas), Wisaksono Noeradi (Pimpinan 
Iklan Matari) dan beberapa tokoh lainnya. 
Perhumas dibentuk dengan tujuan meningkatkan keterampilan profesional 
humas. Memperluaskan dan memperdalam pengetahuan teknis humas dan sebagai 
wahana pertemuan para praktsi humas. Perhumas telah tercatat sebagai anggota IPRA 
(International public relation association) yang berpusat di Jenewa Swiss, serta turut 
merintis pembentukan FAPRO (Federation of ASEAN Public Realtion Organization) 
pada awaknya 1980-an. (Nardyberkomunikasi, Wordpress.com, di akses 24 Februari 
2017)  
6. Masyarakat Sebagai publik Humas Eksternal 
Salah satu eksternal adalah masyarakat. Untuk dapat membentuk hubungan 
yang baik dengan masyarakat, maka praktisi public relation harus meneliti 
masyarakat yang akan dijadikan publik dari organisasi dan publiknya maka publik 
tersebut secara aktif akan berusaha mencari informasi dan berusaha menyimpan 





Oleh karena itu, perlu dikemukakan gambaran kaitannya dengan 
lembaga/organisasi bahwa eksternal public relation merupakan hubungan tidak 
langsung dengan perubahan tapi mempengaruhi management. Tujuannya ialah 
menciptakan hubungan dalam mendapatkam opini yang favorabel (menyenangkan) 
dan untuk mendapatkan citra yang baik. 
Bagi suatu perusahaan hubungan-hubugan dengan publik luar perusahaan 
merupakan suatu keharusan di dalam usaha untuk : 
a. Memperoleh langganan 
b. Memperkenalkan produksi 
c. Mencari modal dan keuntungan 
d. Memperbaiki hubungan kepada masyarakat luar dan serikat buruh  yang ada 
diluar 
e. Memecahkan persoalan yang dihadapi. 
(Nardyberkomunikasi, Wordpress.com, di akses 24 Februari 2017)   
7. Ruang Lingkup Humas 
a. Tugas Kehumasan Pemerintah 
1) Tugas strategis : ikut serta dalam decision making process 
2) Tugas taktis : 
a) Memberikan Informasi 
b) Memberikan Motivasi 
c) Menjalankan Komunikasi Timbal-Balik 
d) Membuat Citra Yang Baik 
Tugas taktis dapat disebut dengan singkat mengamankan kebijaksanaan 





strategis perlu dimiliki oleh petugas Humas. Tugas strategis ini penting, mengingat 
humas mempunyai fungsi sebagai juru bicara koordinator lalu lintas informasi dengan 
masyarakat. Dengan demikian humas akan selalu dapat mengetahui latar belakang 
dari pada suatu kebijaksanaan dan keputusan yang diambil. 
Terbatasnya wewenang humas, hal ini berkaitan erat dengan statusnya dan 
kedudukan Humas dalam struktur organisasi dan masing-masing instansi kekurangan 
Humas dalam menjalankan fungsinya. Ini dapat dicari sebabnya, di samping 
terbatasnya wewenang yang diberikan masih belum memadai letak Humas pada 
sturuktur organisasi pemerintahan dan termasuk kualifkasi pejabat Humas itu sendiri. 
(Widjaya,1993:64) 
b. Kemampuan Pejabat Humas 
Melihat tugas-tugas taktis dan strategis dari pada Humas, oleh karena itu 
kehadirannya didalam organsisai/lembaga selayaknya berada langsung dibawah 
pimpinan atau  sekurang-kurangnya mempunyai hubungan kerja langsung dengan 
pimpinan. Sebaliknya, pejabat humas itu sendiri mempunyai kemampuan untuk 
menguasai segala permasalahan instansinya. 
Kemampuan yang dimakud dapat digambarkan antara lain : 
1. Kemapuan mengamati dan menganalisa persoalan 
2.  Kemampuan menarik perhatian 
3. Kemampuan mempengaruhi pendapat umum 
4. Kemampuan menjalin kerja sama dan saling percaya dan keakraban 





Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, sebagai 
aparat kehumasan pemerintah, maka berbagai kegiatan perlu penulis kemuakakan 
antara lain: 
a. Membina pengertian pada khalayak/publik terhadap kebijaksanaan pimpinan, 
baik kepada khalayak intern maupun khalayak ekstern. Pembinaan pengertian 
kepada khalayak termasuk pemberian dan pelayanan informasi 
b. Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok instansi pemerintah, 
terutama yang menyangkut publikasi 
c. Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat4. 
Mengumpulkan data dan informasi yang penting dari sumber 
d. Bentuk produk humas yang dihasilakn seperti majalah, bulletiin, press release, 
poster, foldre, pamflet, selebaran lain-lainnya. (Widjaya,65:66) 
8. Humas Dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah 
Melalui Humas pemerintah dapat mensosialisasikan kebijakan melalui 
menyampaikan informasi atau menjelaskan hal-hal yang berhubugan dengan 
kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan 
tugas-tugas dan kewajiban keperintahannya. Terdapat beberapa hal untuk 
melaksanakan tugas utamanya: 
a. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat. Keinginan-keinginan dan aspirasi 
yang terdapat dalam masyarakat. Kegiatan memberikan nasehat atau sumbang 
saran untuk menanggapi atau sebaliknya dilakukan oleh instansi/lembaga 
pemerintah seperti dikehendaki  
b. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang 





Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan 
oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan. (H.Umar,
 
 2001:112) 
Pendapat Widjaya mengemukakan bahwa humas dapat ditinjau dari beberapa 
aspek, yakni: 
1. Ditinjau dari segi kenegaraan/politik kehumasan sangat erat hubungannya 
dengan mekanisme demokrasi, yaitu pemerintah dituntut untuk menjelaskan 
segala sesuatu yang dikerjakan atas nama rakyat banyak (terutama dalam 
system demokrasi liberal) 
2. Dalam alam demokrasi pancasila kehumasan harus mempunyai sifat membina 
dan mengembangkan partisipasi rakyat serta mendidik masyarakat yang 
berhubungan dengan kepentingan dikalangan pemerintah dan masyarakat 
bersama-sama mencapai tujuan negara. 
3. Dalam Negara bagaimanapun bentuk pemerintahannya, hubungan antara 
pemerintahan dengan masyarakat sebagai warga negara harus dipelihara 
dengan berbagai cara (tergantung sistem politik yang ada). Dalam masa 
pembangunan sekarang ini, hubungan pemerintah dan masyarakat titik 
beratnya pada stabilitas politik dan ketertiban umum, dan membina 
masyarakat yang mempunyai kesaran tinggi untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional. 
4. Guna menjaga hubungan yang jujur dan harmonis program-program dan 
mekanisme sekitar hubungan tersebut, tentu saja inisiatif datang dari kita 





5. Pemerintah sama sekali tidak menghendaki adanya masyarakat yang pesimis, 
negatif, statis dan frustasi. Dengan mekanisme kehumasan kita hidupkan 
inisiatif, daya piker, dinamika dan sumabgsi/kritik yang konstruktif. 
6. Tidak semua anggota masyarakat mampu berkeinginan/menyampaikan 
pendapat secara rasional; banyak yang emosional. Karenanya perlu usaha 
human relation. (Widjaya, 1993:126) 
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, menurut penulis ada 
beberapa kesamaan pokok pikiran yaitu: 
1. Humas merupakan sesautu kegiatan yang bertujuan memperoleh kemampuan 
baik, kepercayaan, saling pengertian dan citra yang baik dari berbagai publik 
atau masyarakat. 
2. Sasaran humas adalah menciptakan opini yang favourable (menyenangkan), 
menguntungkan semua pihak. 
3. Humas merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen guna 
mencapai tujuan yang bersifat spesifik dari organisasi atau perusahaan. 
Dengan demikian, humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang 
harmonis antara suatu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses 
timbal balik atau dua arah.hubungan yang harmonis ini timbul dari adanya saling 
pemamahaman, saling percaya dan image (citra) yang baik. Ini semua merupakan 
langkah yang ditempuh oleh humas untuk hubungan yang harmonis. 
Fungsi pokok humas pemerintah Indonesia pada dasarnya mengamankan 
kebijakan pemerintah: memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau 
informasi mengenai kebijakan hingga program-program kerja nasional kepada 





dalam menyembatani kepentingan instansi pemerintah disatu pihak, dan menampung 
aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, dan 
berperan serta menciptakan iklim kondusif dan pembangunan nasional baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. 
Ada ciri-ciri humas adalah: 
1. Komunikasi yang dilancarkan berlangsung dua arah secara timbal balik 
2. Kegiatan yang dilakuakan terdiri atas penyebaran informasi, kegiatan persuasi 
dan pengkajian pendapat umum. 
3. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat humas 
menginduk 
4. Sasaran yang dituju adalah khalayak di dalam organisasi dan khalayak di luar 
organisasi 
5. Efek yang di harapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis anatara 
organisasi dan khalayak. (Onong Uchana Effendy, 1997: 132) 
Ciri komunikasi dalam bidang humas sebagai mana dikemukakan di atas ialah 
komunikasi yang timbal balik (two way traffic communication). ini mutlak harus 
berlangsung, artinya praktisi humas dalam  menyampaikan pesan harus mengetahui 
efeknya, sehingga feedback timbul dengan sendirinya, dan ia harus menelitinya 
sehingga dapat diketahui dengan pasti efek komunikasinya. 
9. Peranan Humas Dalam Sosialiasi Peraturan-peraturan Pemerintah 
Saat ini peran humas di institusi-institusi pemerintahan tidak bisa dipandang  
sebelah mata. Seiring dengan tuntutan reformasi termasuk reformasi dibidang 
birokrasi, pemerintah wajib menyelenggarakan aktifitasnya dengan memenuhi 





dari suatu penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berhak mengetahui informasi 
apapun dari pembuat dan pelaku kebijakan.  
Mengutip definisi humas oleh Joice J Gordon  dalam buku Effective Public 
Relation, humas seharusnya memiliki fungsi dan peran mempertahankan hubungan 
yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Gordon merangkum 
tugas-tugas seorang humas pemerintah sebagai berikut: 
a. memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah. 
b. memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah; voting, curbside 
recycling, dan juga kepatuhan kepada program aturan-kewajiban menggunakan 
sabuk  pengaman. 
c. mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan; sensus, 
program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye penyadaran akan 
kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan bencana. 
d. melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah; menyampaikan 
opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik didalam organisasi 
serta meningkatkan aksesibilitas publik ke pejabat administrasi. 
e. mengelola informasi internal; menyiapkan newsletter organisasi, pengumuman 
elektronik, dan isi dari  situs internet organisasi untuk karyawan. 
f. memfasilitasi hubungan media-menjaga hubungan dengan pers lokal; bertugas 
sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberitahu pers tentang 
organisasi dan praktiknya serta kebijakannya. 
g. membangun komunitas dan bangsa; menggunakan kampanye kesehatan publik 
dengan dukungan pemerintah dan program keamanan publik lainnya serta 





Humas dipemerintahan dengan demikian dapat disimpulkan menjadi pemberi 
informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah sekaligus penghubung 
antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah adalah 
agen dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan 
kepada orang-orang pemerintahan agar bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. 
Maka suatu kewajaran apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat 
dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Humas menjadi 
palang pintu bagi hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan publik atau 
masyarakat. 
 Dijelaskan dalam konsep komunikasi pembangunan oleh Nasution sebagai 
suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang 
terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarkat dengan pemerintah 
sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian (Nasution, 
2004:106). 
  
B. Sosialisasi  
1. Pengertian Sosialisasi  
Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan 
menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap 
untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan 
sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Pengertian 





proses dua arah. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya sebagai target sosialisasi, 
tetapi juga agen yang aktif untuk mempengaruhi isi dan hasil dari proses tersebut. 
 Sosialisasi dalam sebuah kebijakan sendiri berarti pemberian informasi 
kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan. Menurut Narwoko dan Suyanto 
“sosialisasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyebarluasan informasi oleh lembaga 
tertentu kepada masyarakat”. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui tatap muka 
secara langsung dan melalui media. Sosialisasi juga merupakan proses yang amat 
besar signifikannya bagi kelangsungan keadaan tertib masyarakat. (Sukmawati 
Herlina, 2009:3)  
Menurut Soejono Soekanto sosialisasi merupakan suatu proses sosial dimana 
seseorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan 
perilaku orang-orang di dalam kelompoknya. Sosialisasi juga dapat didefinisikan 
sebagai suatu proses sosial yang terjadi bila seorang individu menghayati dan 
melaksanakan norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga akan menjadi bagian 
dari kelompoknya. (Taufiq Rochman Dhoiri, 2007:79)  
Berdasarkan beberapa pengertian mengenai sosialisasi di atas bahwa pada 
dasarnya sosialisasi merupakan suatu proses pengenalan ataupun penyebaran 
informasi mengenai sesuatu yang ada dalam lingkup masyarakat yang dapat 
mempengaruhi pembentukan sikap maupun perilaku seseorang. Sosialisasi juga 
memungkinkan individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan adat maupun norma 








2.  Media Sosialisasi 
Media sosialisasi sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seorang 
individu. Menurut Taufiq Rochman Dhoiri mengungkapkan bahwa media sosialisasi 
yang ada meliputi sebagai berikut: 
a. Keluarga  
Keluarga merupakan media awal dari suatu proses sosialisasi. Begitu bayi 
dilahirkan, ia sudah berhubungan dengan kedua orang tuanya, kakak-kakaknya, 
dan mungkin dengan saudara-saudara terdekatnya. 
b. Kelompok Bermain  
Dalam istilah sosiologi, kelompok bermain disebut juga dengan pergroup. 
Pada usia anak-anak kelompok bermain mencakup teman-teman, tetangga, 
keluarga, dan kerabat. Pada usia remaja, kelompok sepermainan berkembang 
menjadi kelompok persahabatan yang lebih luas. 
c. Lingkungan Sekolah  
Di lingkungan sekolah, seseorang mempelajari hal-hal baru yang belum 
pernah mereka temukan, baik di lingkungan keluarga maupun keompok bermain. 
Pendidikan formal mempersiapkan seorang anak menguasai peranan-peranan baru 
di kemudian hari, manakala tidak lagi tergantung pada orang tuanya.  
d. Lingkungan Kerja  
Lingkungan kerja juga mempunyai pengaruh yang besar pada pembentukan 
kepribadian seseorang. Pengaruh dari lingkungan kerja tersebut umumnya 
mengendap dalam diri seseorang dan sukar sekali diubah, apalagi jika yang 






e. Media Massa  
Media massa yang terdiri dari media cetak (surat kabar dan majalah) maupun 
elektronik (radio, televisi, dan internet) merupakan alat komunikasi yang dapat 
menjangkau masyarakat secara luas. Media massa diidentifikasi sebagai media 
sosialisasi yang berpengaruh terhadap perilaku khalayaknya. Pesan yang 
ditayangkan melalui media massa elektronik dapat mengarahkan khalayak ke arah 
perilaku prososial maupun antisosial. (Taufiq Rochman Dhoiri, 2007:79) 
Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kegiatan 
sosialisasi tidak akan terlepas dari adanya media sebagai penyalur dan penunjang arus 
informasi. Media sebagai penyalur informasi baik langsung maupun tidak langsung 
merupakan wadah/ tempat melakukan kegiatan sosialisasi. Media sosialisasi langsung 
merupakan penyebaran arus informasi yang dilakukan secara langsung dengan tatap 
muka kepada khalayak melalui lingkungan baik keluarga, kelompok ataupun 
lingkungan kerja. Sedangkan media sosialisasi yang tidak langsung adalah 
penyebaran informasi melalui perantara seperti media elektronik atau media massa. 
Keduanya saling menunjang guna menciptakan pemahaman publik. 
3.  Bentuk-bentuk Sosialisasi  
Kegiatan sosialisasi merupakan hal utama sebelum kebijakan dilaksanakan. 
Sosialisasi diperlukan sebagai media penyampaian informasi kepada publik. 
Pelaksanaan sosialisasi dapat dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk dan 
kegiatan. Menurut Peter L. Berger dan Luckman mengungkapkan bahwa sosialisasi 







a. Sosialisasi Primer  
Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dialami individu 
sewaktu kecil. Pada tahap ini, anak mulai mengenal keluarganya, dan berlangsung 
sebelum si anak memasuki ligkungan yang lebih luas seperti lingkungan sekolah. 
b. Sosialisasi Sekunder  
Sosialisasi sekunder merupakan tahapan lanjutan setelah sosialisasi primer 
dalam tahap ini dikenal adanya proses desosialisasi, yaitu proses pencabutan 
identitas diri yang lama dan dilanjutkan dengan resosialisasi, yaitu pemberian 
identitas baru yang didapat melalui interaksi sosial. (Taufiq Rochman Dhoiri, 
2007:82) 
Bentuk sosialisasi dibedakan berdasarkan sasaran dan tujuannya. Sosialisasi 
primer merupakan sosialisasi yang dijalankan pertama sebagai fungsi pembentukan. 
Selanjutnya sosialisasi sekunder merupakan proses berikutnya dari sosialisasi primer 
dimana berfungsi untuk memperkenalkan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan 
oleh Ihromi, tahapan bentuk sosialisasi yaitu:  
a. Sosialisasi primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani oleh individu 
semasa kecil, dimana ia menjadi anggota masyarakat. Dalam tahap ini, 
sosialisasi primer membentuk kepribadian seseorang ke dalam dunia umum 
dan keluarga yang berperan sebagai agen sosialisasi. 
b. Sosialisasi sekunder, sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan 
individu yang telah disosialisasi ke dalam lingkungan atau dunia baru di 
masyarakat. Proses sosialisasi pada tahap ini mengarah pada terwujudnya 
sikap profesionalisme serta adaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas. 





Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa, bentuk-
bentuk sosialisasi dibedakan berdasar sararan dan tujuannya yakni sosialisasi primer 
dan sekuner. Sosialisasi primer sebagai tahap pertama berfungsi untuk membentuk 
pribadi atau memperkenalkan pada lingkup kecil yaitu keluarga. Selanjutnya 
sosialisasi sekunder merupakan tahap keberlanjutan yang berfungsi memperkenalkan 
dan memasukkan seseorang ke dalam lingkungan yang lebih luas sebagai salah satu 
bagian dari masyarakat. 
4. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah  
Sebuah kebijakan idealnya harus melalui beberapa tahap sebelum di 
implementasikan atau dilaksanakan dalam masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar 
kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan dalam pelaksanaannya juga dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. Suatu implementasi kebijakan dapat berjalan efektif tentunya 
dibutuhkan standar dan tujuan program yang digunakan oleh pihak yang terlibat dan 
bertanggung jawab atas pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pada 
tahap awal, sebelum implementasi dilaksanakan, sosialisasi menjadi penting untuk 
dilakukan.  
Menurut Saefullah langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan adalah 
sosialisasi, agar kebijakan yang bersangkutan diketahui, dimengerti, dan diterima 
oleh semua pihak yang bersangkutan”. Dalam pengertian tersebut digambarkan 
bahwa setiap pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan agar dapat dipahami 
oleh masyarakat atau publiknya perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. (Aripin 
dan Daud, 2014:163) 
 Nugroho Riant mengemukakan bahwa pada kalangan publik administrasi dan 





disosialisasikan, dicobakan, diperbaiki, diterapkan , dan kelak dievaluasi. Dalam 
mensosialisasikan suatu kebijakan, sebaiknya pihak yang memberi sosialisasi 
(administrator publik) ditunjang dengan kemampuan yang memadai karena 
memperngaruhi tercapai atau tidaknya suatu program. (Nugroho Riant, 2008:465) 
 Sesuai dengan pendapat Katz ketidakstabilan dalam implementasi kebijakan 
disebabkan karena petugas-petugas pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan 
kemampuan yang cukup. (Tachjan, 2006: 74)  
Berdasarkan beberapa pendapat dan pengertian mengenai konsep sosialisasi 
dan beberapa pengertian mengenai kebijakan/program pemerintah maka dapat 
disimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan pemerintah adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan untuk melakukan proses pengenalan ataupun penyebaran informasi kepada 
masyarakat selaku stakeholder mengenai suatu kebijakan yang berasal dari suatu 
kebijakan publik yang dapat memanfaatkan media sosialisasi sebagai perantaranya. 
Sosialisasi kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat mengenai kebijakan pemerintah. 
 
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
Definisi dari Cagar Budaya di atur dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 
(1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, 
yaitu bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda 
cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan 
kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya 
karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 





Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar 
budaya yang ,merupakan pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 5 
tahun 1992 tentang benda cagar budaya tidak sekedar mengatur pelestarian benda 
cagar budaya, tetapi juga berbagai aspek lain yang berhubungan dengan tinggalan 
budaya masa lalu, seperti bangunan, struktur, situs, kawasan cagar budaya, kejelasan 
kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah, serta partisipasi masyarakat. 
Penggantian ini dimaksudkan pula untuk menyesuaikan perkembangan, tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. (Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Permuseuman Balai Pelestarian 
Cagar Budaya Makassar:2015) 
 
D.  Komunikasi Public Relations dalam Islam 
Dalam  berbagai literatur tentang komunikasi Islam  kita dapat menemukan 
setidaknya 4 (empat) jenis  gaya  bicara atau  pembicaraan (qaulan) yang 
dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi dalam Islam. 
1. Qaulan Sadidan (perkataan yang benar, jujur) 
Sadidan berarti jelas, jernih, terang. Qaulan sadidan merupakan perkataan yang 
jelas, tidak meninggalkan keraguan, meyakinkan pendengar, dan perkataan yang 










Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka (hendaklah) mereka takut. 
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. An-
Nisa/4:9) 
 
Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa ayat di atas ditujukan 
kepada semua pihak, siapa pun karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, 
berucap benar dan tepat, dan semua khawatir akan mengalami apa yang digambarkan 
ayat di atas.  
Pesan ayat ini berlaku umum, sehingga pesan-pesan agama pun jika bukan 
pada tempatnya tidak diperkenankan perlunya memilih kalimat-kalimat yang baik 
sesuai dengan kebiasaan masing-masing masyarakat, selama kalimat tersebut tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Ayat ini mengamanahkan agar pesan hendaknya 
disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik menurut 
ukuran setiap masyarakat. 
Berdasarkan penjelasan di atas, seorang yang berprofesi sebagai Humas dalam 
menjalankan tugasnya sebagai penyampai informasi ke publik dituntut untuk selalu 
berkata benar dan jujur. 
2. Qaulan balighan (tepat sasaran, komunikatif, to the point, mudah di 
mengerti)  
Balighan itu sendiri berarti sampai. Dalam konteks ayatnya dalam QS An-
Nisa/4-63, qaulan balighan dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan 












Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di 
dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan 
berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan 
yang berbekas pada jiwa mereka. (QS. An-Nisa/4:63). 
3. Qaulan Layyinan (Perkataan yang lembut) 
Secara bahasa layyinan artinya lemah lembut. Layyinan ialah kata-kata 
sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Seperti yang 




Terjemahnya :  
Maka Berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang 
lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut (QS. Ta Ha/20:44). 
Perintah Allah ini menunjukkan bahwa manusia hendaknya selalu 
menyampaikan ajakan dengan menggunakan kata-kata yang lembut. Firmanya 
la’allahu yatadzakkaru auw yakhsyal artinya mudah-mudahan ia ingat atau takut, 
dengan pengertian yang dikemukakan di atas, mengisyaratkan bahwa peringkat zikir 
terus-menerus yang mengatar kepada kehadiran Allah dalam hati dan kekaguman 





karna kekaguman menghasilkan cinta dan cinta memberi tanpa batas serta menerima 
apapun dari yang dicintai. 
Dari ayat tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa Qaulan Layyinan berarti 
pembicaraan yang lembut-lembut, dengan suara yang didengar, dan penuh 
keramahan. Sehingga dapat menyentuh hati. Maksudnya tidak mengeraskan suara, 
seperti tidak membentak, meninggikan suara. Siapapun tidak suka bila berbicara 
dengan orang-orang yang kasar. Dengan Qaulan Layyinan, hati komunikan akan 
merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita. 
Dengan demikian, sebagai orang yang  berprofesi sebagai Humas dalam komunikasi, 
semaksimal mungkin dihindari kata-kata kasar dan suara yang bernada keras dan 
tinggi tetapi harus dengan lemah lembut. 
4. Qaulan Maysuran (perkataan yang ringan) 
Maysuran artinya  mudah. Qaulan maysuran berarti perkataan yang mudah. 







Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 
Tuhanmu yang  kamu harapkan maka katakanlah kepada mereka 








Kalimat ibtigha’a rahmatin min rabbika untuk memperoleh rahmat dari 
Tuhanmu, bisa juga dipahami berkaitan dengan perintah mengucapkan kata-kata yang 
mudah sehingga ayat ini bagaikan menyatakan katakanlah kepada mereka ucapan  
yang mudah untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu. 
Bedasarkan arti dan penjelasan ayat di atas kaitanya dengan komunikasi 
Humas dapat di simpulkan bahwa seorang Humas dalam menyampaikan pesan atau 
informasi kepada publiknya sebaiknya menggunakan kata-kata yang ringan dan 






A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena 
penelitian deskriptif mengamati aktivitas Humas Pemda Kabupaten Soppeng  dalam 
mensosialisasikan peraturan pemerintah. Penelitian deskriptif mempelajari  masalah-
masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta 
situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan , kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 
pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-
pengaruh dari suatu fenomena (Moh. Nazir, 2011:54-55). 
Pemilihan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif sebabkan 
peneliti ingin memfokuskan pada masalah aktivitas Humas pemerintah daerah. 
Beberapa tujuan penelitian deskriptif diantaranya: 
a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang  menuliskan gejala yang ada. 
b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang 
berlaku. 
c. Membuat perbandingan atau evaluasi 
d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang 
sama dan belajar dari pengalaman meraka untuk menetapkan rencana dan 
keputusan pada waktu yang akan datang. (Rakhmat,1998:25)   
Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan 
masalah yang ada berdasarkan data-data dan hasil observasi, maka peneliti juga 
menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasikan. Kemudian dalam penelitian 
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ini menggunakan studi kasus karna digunakan untuk menjelaskan secara spesifik 
bagaimana aktivitas Humas yang dilakukan oleh pemerintah daerah  Kab.Soppeng. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Soppeng bagian Humas Pemerintah 
Daerah Kabupaten Soppeng. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendeketan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan komunikasi informasi, yaitu suatu pendekatan dimana peneliti secara 
langsung mendapatkan informasi dari informan. peneliti akan menggunakan metode 
pendekatan ini kepada pihak-pihak yang di anggap relevan dijadikan narasumber 
untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang  akan di lakukan. 
 
C. Sumber Data 
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 
dapat diperoleh.(Arikunto Suharismi, 2013:172) Sumber data terbagi menjadi dua, 
yaitu: 
1. Data Primer 
Data ini merupakan informasi utama yang langsung diperoleh dari informan 
sebagai sumber informasi. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-
benar mengetahui permasalahan, serta yang terlibat langsung dengan masalah peneliti  
an. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan 
pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, terlibat langsung 
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dalam permasalahan dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. 
Informan yang akan menjadi narasumber adalah 
a. Kepala bagian Humas Pemda kabupaten Soppeng. 
b. Sub bagian peliputan 
c. Kasi Pengelolaan Museum 
d. Masyarakat Kabupaten Soppeng 
Sedangkan Partisipan dipilih dengan menggunakan purposive sampling, yaitu 
siapa yang paling mengetahui tentang apa yang ditanyakan. Partisipan tidak dipilih 
secara acak melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dibuat 
oleh peneliti yaitu beberapa staf marketing dan konsumen. 
2. Data Sekunder 
Data ini merupakan informasi pelengkap, berupa data tentang struktur, fungsi 
yang diperoleh dari bagian unit lingkungan terkait. Data sekunder terdiri atas laporan-
laporan, arsip atau dokumen, serta kepustakaan yang relevan. Data sekunder 
merupakan pelengkap atau data tambahan yang melengkapi data yang sudah ada 
sebelumnya agar dapat membuat pembaca semakin paham mengenai maksud peneliti, 
yaitu studi kepustakaan seperti referensi dari berbagai buku serta situs internet yang 
terkait dengan judul penelitian. 
 
D. Metode pengumpulan data 
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, 
metode pengumpulan data di tentukan pula oleh masalah penelitian yang ingin di 
pecahkan, pengumuman data merupakan salah satu faktor penting yang harus di 
perhatikan oleh seorang peneliti. 
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Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data 
yaitu : 
a. Metode Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap apa 
gejalah-gejalah yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik 
pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan 
dicatat secara sistematis dapat dikontrol keandalan (reabilitas) dan 
kesahihannya (validitasnya). (Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar,  2008 
: 52) 
b. Metode Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode 
survey melalui daftar pertanyaan yang biasa diajukan secara lisan terhadap 
responden. (Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2008 : 54) 
Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam 
suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah 
satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (interview) dapat 
juga di artikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi 
(data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. 
Namun demikian, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus 
dilakukan secara berhadapan langsung (face to face), melainkan dapat saja 
dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet. 





Tabel. 3.1 Profil Singkat Informan 
No Nama Jabatan 
1. Ilham.S.Sos Kepala Humas dan Protokol 
2. Sukriadi.S.Kom Kord. Pengadministrasi Analisi dan 
Kemitraan Media 
3. Musdalifah.S.Sos Kord. Tenaga Peliputan 
4. Sudianto.SS Kasi Pengelolaan Museum 
5. Syamsuddin.S.Pd Masyarakat ( Pengunjung Villa Yuliana) 
6. Muh.Fahrid Masyarakat (Peserta Seminar) 
 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 
analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis 
dalam penelitian. Keuntungan menggunakan dokumentasi adalah biasanya 
relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien, sedangkan kelemahannya ialah 
data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau data yang 
salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. (Husaini 
Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2008 : 54) 
 
E. Instrumen Penelitian 
Peneliti sebagai instrument utama dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan 
meneliti yakni mengumpulkan data agar menjadi sistematis dan lebih mudah. Adapun 
wujud dari instrumen pendukung yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-
data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti adalah pedoman wawacara 
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kemudian didukung dengan alat untuk merekam hasil wawancara (tape recorder) dan 
alat dokumentasi seperti kamera. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga metode dalam analisis data 
kualitatif, yaitu: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 
memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan 
akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.  Artinya bahwa reduksi data merujuk 
pada proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta 
kedalaman wawasan yang tingi untuk dapat merangkup, mengambil data pokok yang 
penting, membuat kategorisasi, dan membuang data yang dianggap tidak penting bagi 
peneliti. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. 
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendsiplaykan data. Dalam 
penelitian kualitatif, peyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, dan sejenisnya.  
3. Penarikan Kesimpulan  
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 












                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
BAB IV 
PERAN HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DALAM 
MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 
TENTANG CAGAR BUDAYA 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Humas dalam struktur pemerintahan daerah kabupaten Soppeng berada di 
bawah asisten  administrasi umum. Struktur bagian Humas berdasarkan Peraturan 
Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang pembentukan  
organisasi  dan  tata  kerja  sekretariat  daerah, sekretariat DPRD  dan staf ahli 
pemerintah Kabupaten Soppeng, terbagi dalam tiga sub bagian yaitu sub bagian 
peliputan, sub bagian penghubung pemerintah daerah dan sub bagian protokol dan 
perjalanan. Humas pemerintah daerah Kabupaten Soppeng bertugas membantu 
asisten administrasi dalam melaksanakan tugas di bidang kehumasan, informasi dan 
komunikasi , membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub bagian peliputan, sub 
bagian penghubung pemerintah daerah dan sub bagian protokol dan perjalanan. 
Humas pemerintah daerah Kabupaten Soppeng memiliki Visi dan Misi yang 
berpacu pada visi dan misi pemerintah kabupaten Soppeng untuk meningkatkan 
segala potensi yang ada dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, adapun visi 
dan misinya yaitu : 
 
1. Visi 
“Pemerintahan Yang Melayani & Lebih Baik” 
a. Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik, dan 
administrasi guna mengelola urusan yang menjadi kewenangannya. karena pada 
hakekatnya pemerintahan adalah melayani rakyatnya; 
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b. Melayani di maksudkan untuk mendahulukan kepentingan umum, mempermudah 
urusan rakyat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan rakyat; 
c. Lebih baik dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip 
partisipatif aktif, transparansi, responsive , musyawarah mufakat, berkeadilan, 
efektif dan ekonomis serta akuntabilitas. 
 
2. Misi  
“7 tekad pemerintahan yang melayani” 
a. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani; 
b.  Mewujudkan pendidikan unggul ( lebih baik ) dan murah serta berkeadilan bagi 
semua warga; 
c. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayan publik; 
d. Menata kepariwisataan dan transportasi publik yang baik dan nyaman; 
e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi; 
f. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul ( lebih baik ) dan 
murah; 
g. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan 
perempuan dalam pembangunan.( https://soppengkab.go.id/visi-misi/ (diakses 9 
Okteber 2017)) 
 
3. Tugas dan Fungsi Humas 
Humas dan protokol pemerintah daerah kabupaten Soppeng terdiri dari tiga 





a. Kasubag Peliputan 
Sub bagian peliputan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang diseminasi informasi dan 
komunikasi publik yang berkenaan dengan peliputan informasi. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian 
peliputan menyelenggarakan fungsi : 
1) Uraian tugas Kepala Seksi Peliputan Informasi meliputi   
2)  Merencanakan kegiatan pelayanan Seksi Peliputan Informasi sebagai 
pedoman dalam melaksanakan tugas 
3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab 
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar 
4) Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan 
yang timbul untuk mencapai profesionalisme; 
5) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan Bidang 
tugasnya 
6) Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja 
yang diharapkan 
7)  Menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 
8) Menyiapkan bahan  LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai 




10) Melakukan koordinasi penyiapan peliputan terhadap kegiatan pemerintah 
daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang 
berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 
pembinaankemasyarakatan di daerah 
11) Melakukan kegiatan peliputan terhadap kegiatan pemerintah daerah serta 
event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan 
kemasyarakatan di daerah 
12) Melakukan koordinasi penyiapan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan 
audio visual kegiatan pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek 
kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan,pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah 
13) Melakukan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan audio visual kegiatan 
pemerintah daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat 
yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan  dan 
pembinaan kemasyarakatan di daerah 
14) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholders yang 
menjadi kontributor informasi/berita 
15)  Melakukan pembinaan terhadap peliputan informasi dilingkungan pemerintah 
daerah 
16) Melakukan koordinasi peliputan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 
rencana pembangunan daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 




17)  Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi peliputan 
informasi; mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-
tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi 
kerja 
18) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi peliputan informasi dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan dan 
19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
b. Kasubag Penghubung Pemda 
Kepala sub bagian Penghubung Pemda mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan 
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan 
pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pelayanan 
penghubung pemda. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian 
Penghubung Pemda menyelenggarakan fungsi : 
1) Menyusun rencana dan program kerja Badan Penghubung 
2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan 
Penghubung 
3) Merumuskan kebijakan umum badan penghubung menyelenggarakan 
administrasi berdasarkan kewenangan 
4) Mendistribusikan tugas kepada bawahan; 
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5) Menilai prestasi kerja bawahan 
6) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan 
7) Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis 
8) Melaksanakan sistem pengendalian internet 
9) Melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan 
10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
c. Kasubag Protokol dan Perjalanan 
Kepala sub bagian protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas bagian Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordi-nasikan 
teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian 
dinas daerah dan Lembaga Teknis daerah di bidang pelayanan keprotokolan 
pemerintah daerah. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian 
Protokol, menyelenggarakan fungsi : 
1) Penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan keprotokolan 
Pemerintah daerah 
2) Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada tamu pemerintah pusat 
3) Pelaksanaan persiapan dan koordinasi kegiatan keprotokolan yang   
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan    fungsinya 
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas 
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6) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, DPRD, pemerintah, 





































Gambar  4.1 Struktur Organasisasi Humas Pemeritah Kabupaten Soppeng 
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B. Peran Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Sosialisasi Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
 Keberadaan humas di suatu lembaga instansi pemerintah merupakan 
keharusan, baik secara fungsional maupun operasional. Departemen kehumasan harus 
mampu bertindak sebagai publik informasi, publik affair dalam upaya 
menyebarluaskan atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan 
pada suatu instansi baik ditujukan kepada publik maupun publik eksternal 
(masyarakat).  
1. Peran Humas dalam sosialisasi 
Disetiap instansi atau lembaga pemerintahan selalu ingin melakukan sesuatu 
yang maksimal untuk mencapai tujuannya. Keberhasilan mencapai tujuan tersebut 
tidak cukup hanya berdasarkan pada kemampuan lembaga dalam mengelola 
perusahaan atau instansi tersebut.  Namun perlu ada suatu unit dalam instansi atau 
perusahaan yang memberikan informasi dan sosialisasi baik dalam lingkup internal 
maupun kepada masyarakat atau khalayak luas. 
 Adanya unit kehumasan tersebut merupakan suatu keharusan dalam instansi 
pemerintahan untuk melakukan tugas yakni menyampaikan kepada publik tentang 
kebijakan daerah tersebut dan menjaga hubungan dengan baik kepada khalayak. 
Humas ini merupakan salah satu alat penyampai kepada masyarakat luas. Hal ini di 
pertegas oleh kepala Humas pemerintah daerah Kabupaten Soppeng menjelaskan 
bahwa : 
Struktur kehumasan pemerintah daerah kabupaten Soppeng dibawahi 
langsung oleh Sekretaris daerah dimana Humas berperan langsung dalam 
penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah 
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sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. (Wawancara, 
Ilham, 5 Oktober 2016) 
Humas mempunyai peran besar secara fungsional dan operasional untuk 
mengkomunikasikan informasi kebijakan program pemerintah kepada masyarakat. 
Sebagaimana telah di atur dalam undang-undang tugas  pemerintah dan pemerintah 
daerah dalam sosialisasi undang-undang cagar budaya sesuai dengan tingkatannya 
mempunyai tugas: 
a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran 
dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar 
budaya 
b. Menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat 
c. Menyelenggarakan promosi cagar budaya.  
Humas dan Protokol Kabupaten Soppeng dalam melakukan sosialisasi 
peraturan undang-undang cagar budaya.  terfokus pada kerja sama dengan media 
massa untuk  menginformasikan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar 
budaya kepada publik (masyarakat). Jalinan kerjasama yang dibangun oleh Humas 
pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dengan media massa sudah sesuai dengan 
perannya sebagai penyambung lidah pemerintah Kabupaten Soppeng kepada 
masyarakat. ( Wawancara, Ilham, 5 Oktober 2017) 
Sub bagian Humas yang berperan dalam melakukan sosialisasi dalam bentuk 
pemerataan informasi kepada publik (masyarakat) yaitu sub bagian Peliputan dimana 
terbagi menjadi tiga koordinator yaitu koordinator Penyusunan Bahan Informasi, 
koordinator Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media dan koordinator Tenaga 
Peliputan. Koordinator Penyusunan Bahan Informasi dan Koordinator Tenaga 
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Peliputan  melakukan perannya melalui pemanfaatan media sosial seperti, facebook 
dan youtube. Koordinator Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media 
melakukan perannya dengan menjalin kerjasama dengan media massa.  
Pemanfaatan media sosial dalam melakukan sosialisasi melalui facebook dan 
youtube. Karena  media sosialisasi ini yang paling banyak digunakan oleh 
masyarakat dan penyampaian informasi melalui akun facebook dan youtube 
bisa menjangkau semua segmen yang sifatnya anonim dan heterogen. 
(Wawancara, Musdalifah, 6 Oktober 2017). 
Sosialisasi melaui media sosial merupakan salah satu upaya untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan Undang-Undang nomor 
11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana 
pengguna dari facebook dan youtube menjangkau semua segmen yang sifatnya 
anonim dan heterogen. Maksud istilah anonim disini berarti komunikator tidak 
mengenal satu persatu siapa yang menjadi khalayaknya  Sedangkan istilah heterogen 
disini adalah tiadanya batasan mengenai siapa yang boleh dan yang tidak boleh 
memperoleh atau memanfaatkan informasi atau pesan yang disampaikan lewat 
komunikator. 
Peran Humas pemerintah daerah Kabupaten Soppeng melibatkan media massa 
sebagai patner untuk mensosialisasikan peraturan daerah tentang undang-undang 
cagar budaya. Humas pemerintah Kabupaten Soppeng menyadari bahwa media massa 
mempunyai kekuatan yang besar untuk mensosialisasikan peraturan daerah tersebut 
kepada masyarakat. Kerja sama dengan ini ditangani oleh Koordinator 
Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media. 
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Koordinator Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media pemerintah 
daerah Kabupaten Soppeng diberi mandat untuk membangun hubungan kerja sama 
dengan media lokal maupun regional serta stasiun televisi milik pemerintah dalam 
mensosialisasikan peraturan daerah ini. Koordinator Pengadministrasi Analisis dan 
Kemitraan Media pemerintah daerah Kabupaten Soppeng mengaku bahwa jalinan 
kerja sama dengan media massa memberikan kemudahan bagi pemerintah Kabupaten 
Soppeng dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun dalam pemilihan 
media patner dalam sosialisasi undang-undang cagar budaya pemerintah Kabupaten 
Soppeng memiliki kriteria khusus.   
Pemilihan media patner dalam mensosialisasikan peraturan undang-undang 
nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di Kabupaten Soppeng dilakukan 
berdasarkan segmen pembaca di Kabupaten Soppeng. (Wawancara, Sukriadi, 
6 Oktober 2017) 
Maka dipihlah Bugis Warta dan Tribun Soppeng sebagai media lokal sebagai 
media patner utama. Alasannya kedua media lokal ini memilki segmen pembaca yang 
banyak di Kabupaten Soppeng. Selain itu, untuk skala regional Humas pemerintah 
Kabupaten Soppeng menjalin kerja sama dengan Tribun Timur dan Fajar. Kedua 
media ini juga dinilai memiliki segmen pembaca yang merata di Kabupaten Soppeng. 
Media elektronik Bugis Warta adalah media patner Kabupaten Soppeng dalam 
mensosialisasikan setiap kebijakan daerah. Selain itu Humas pemerintah Kabupaten 
Soppeng juga bekerjasama dengan iNews SulSel di beberapa kegiatan sosialisasi 





2. Bentuk-bentuk Pelaksanaan Sosialisasi Humas  
Setiap lembaga atau instansi tertentu ingin berhasil mencapai tujuannya, 
keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai hanya berdasarkan kemampuan yang ada 
pada lembaga itu saja. Adanya unit kehumasan merupakan perpanjangan tangan bagi 
instansi untuk melakukan sosialisasi dalam jangkauan luas. Humas merupakan suatu 
alat untuk memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi. 
Humas kabupaten Soppeng dalam melakukan sosialisasi peraturan undang-
undang nomor 11 tahun 2010 tetang cagar budaya. Fokus pada dua bentuk sosialisasi 
yaitu:  
a. Sosialisasi Langsung 
Humas pemerintah Kabupaten Soppeng secara langsung  atau  face to 
face tanpa menggunakan media atau perantara komunikasi dalam mensosialisasikan 
undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. 
Melalui sub bagian Peliputan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Parawisata, 
undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya disosialisasikan melalui: 
1) Sosialisasi melalui Seminar dan Event 
Adapun seminar yang dimaksud adalah pertemuan untuk membahas undang-
undang cagar budaya di Kabupaten Soppeng yang dilakukan secara ilmiah. 
Salah satu bentuk sosialisasi yang kami laksanakan adalah seminar yang baru-
baru ini kami laksanalkan di hotel Grand Saota dengan berkordinasi dengan 
sub bagian peliputan. (Wawancara, Sudianto, 6 Oktober 2017) 
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  Menghadirkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan bersama 
dengan warga, yang sebagian merupakan pemilik lahan dari objek-objek cagar 
budaya  yang ada di kawasan lembah Walanae. Humas pemerintah Kabupaten 
Soppeng bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 
kegiatan seminar yang bertajuk “Kajian Pelindungan Cagar Budaya Kawasan 
Lembah Walanae, Kabupaten Soppeng. Kegiatan ini berlangsung pada hari senin, 14 
Agustus 2017, di hotel Grand Saota, Kabupaten Soppeng. 
 Salah satu rangkaian dalam seminar tersebut juga dilaksanakan Focus Group 
Discussion (FGD). Dalam FGD ini dihadirkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Soppeng, akademisi dan peneliti dari Universitas Hasanuddin. Tujuan dari 
diskusi untuk mensosialisasikan potensi cagar budaya pada kawasan tersebut dan 
memperoleh masukan-masukan mengenai model-model perlindungan yang akan 
didorong dalam rangka upaya pelestarian cagar budaya pada kawasan lembah 
walanae. 
Selain itu pemerintah Kabupaten Soppeng menyelenggaraan kegiatan 
pagelaran kemitraan arkeologis atau Arkeological Partership Expose Soppeng 2016 
yang  digelar selama empat hari, dimulai 26-29 September 2016. Selama empat hari 
empat malam, seluruh rangkaian acara diikuti sekitar 300 siswa-siswi pelajar dan 
guru sekolah menengah atas dari kabupaten Soppeng, Bone, Bulukumba, Selayar, 
Masamba, Walenrang, dan Tana Toraja. Dihadiri oleh kepala Puslitnas, perwakilan 
Balar Maluku, Medan, Jawa Barat, Pemda kabupaten Maros, dan Ikatan Arkeolog 
Indonesia, acara dibuka oleh wakil Bupati, dan ditutup oleh Bupati Soppeng. 
Kegiatan ini merupakan bentuk pengenalan kebudayaan dan cagar budaya yang ada 
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di Kabupaten Soppeng  kepada generasi mudah. Kegiatan ini berpusat di Lapangan 
Gasis, Taman Kota, dan Villa Yuliana, dengan konten kegiatan Workshop, Seminar 
Budaya, Duta Budaya, pemutaran film, Lomba Cipta lagu, pentas budaya, peluncuran 
buku-buku Arkeolog, Lomba-Lomba, Pameran, sosialisasi dan kunjungan situs. 
Pagelaran APEx dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran insan 
pendidikan dan kebudayaan akan pentingnya informasi arkeologi dan kebudayaan 
pada umumnya dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa.  
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengenalan kebudayaan dan cagar 
budaya yang ada di Kabupaten Soppeng  kepada generasi mudah dengan cara 
mendokumentasi dan memproduksi kreativitas pelajar dalam mengapresiasi situs 
sejarah dan ritus budaya di wilayahnya melalui cipta lagu dan pentas musik. Even ini 
diikuti 16 dari 21 sekolah menengah atas peserta APEx.  Pada umumnya peserta 
mengemas lagu dan pementasannya secara sungguh-sungguh, pertanda perhatian 
siswa dan guru sangat antusias. Dari enam belas sekolah peserta lomba, hanya 3 yang 
kurang relevan dengan tema Peduli Situs Lembah Walanae dan situs lainnya di 
Sulawesi Selatan. Lirik-lirik lagu dinyanyikan dalam bahasa daerah dan bahasa 
Indonesia secara grup maupun solo.  
 Situs Lembah Walanae dalam nyanyian menjadi kata kunci yang menjelaskan 
banyak hal tentang peradaban masa lalu dan masa kini masyarakat Soppeng dan 
sekitarnya. Dalam hal kemampuan, siswa-siswi daerah cukup baik dalam mengemas 
lagu dan melantunkannya secata grup dan solo. Kesenian, dalam hal ini seni musik 
terbukti dapat menjadi media kampanye yang efektif dan cocok dengan kaum muda. 
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Kreativitas mereka dapat menjadi alternatif dalam pengembangan dan pemanfaatan 
situs-situs yang ada di Kabupaten Soppeng. 
Dari sisi dokumentasi, karya siswa ini akan menjadi satu album lagu yang 
bertajuk "Safe Walanae", dan dikemas secara audio-visual. Safe Walanae mencakup 
kampanye untuk konservasi, preservasi, dan revitalisasi kearifan budaya lokal. 
Sesuatu yang jarang atau mungkin belum dilakukan oleh pemerintah daerah dan 
instansi yang terkait dengan perlindungan situs cagar budaya atau purbakala. Sejauh 
ini hanya dalam bentuk buku dan pameran foto sebagai media kampanyenya. Melalui 
media audio-visual, kreativitas siswa bisa diakses oleh semua kalangan melalui 
internet agar pesan-pesan dalam lagu dapat diapresiasi secara utuh. 
Salah satu yang menjadi istimewa pada Pembukaan Pagelaran APEx ini 
adalah penganugerahan APEx Award 2016, dimana Kabupaten Soppeng berhasil 
meraih penghargaan untuk kategori kategori Revitalisasi Warisan Arkeologi. 
Penghargaan ini diberikan dengan mempertimbangkan perhatian pemerintah 
kabupaten dalam bidang penelitian arkeologi. Daerah lain yang juga meraih 
penghargaan antara lain Kab. Bantaeng untuk kategori Apresiasi Hasil Penelitian 
Arkeologi, dan Kab. Maros untuk kategori Pemanfaatan Kawasan Arkeologi. 
b. Sosialisasi tidak langsung 
 Adapun bentuk sosialisasi tidak langsung yang di lakukan Humas pemerintah 
daerah kabupaten Soppeng adalah melalui media massa. Dimana Humas pemerintah 
kabupaten Soppeng melibatkan media massa sebagai patner untuk mensosialisasikan 
undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. 
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Humas pemerintah kabupaten Soppeng menyadari bahwa media massa memberikan 
kemudahan bagi pemerintah kabupaten Soppeng dalam memberikan informasi 
kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh kepala bagian Humas kabupaten 
Soppeng saat diwawancarai di ruang kerjanya. 
Dalam publikasi kami  menggunakan  beberapa media baik itu media online, 
cetak, maupun situs resmi Kab.Soppeng yang dikelolah oleh kominfo dan 
sering juga kita panggil media luar diantaranya Fajar dan Tribun Timur. 
Namun kami lebih fokus di media online karena media online lebih cepat 
dalam pemberitaan dan tidak membutuhkan waktu lama dibanding dengan 
media lainnya namun kami tetap menggunakan media lain seperti cetak agar 
sekiranya informasi itu dapat sampai kesemua kalangan. ( Wawancara, Ilham, 
5 Oktober 2017) 
Dalam hal ini media yang digunakan bagian Humas Pemerintahan Kabupaten 
Soppeng dalam mensosialisasikan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang 
cagar budaya kepada masyarakat adalah :  
1) Media Online 
  Media online biasa diartikan sebagai sarana komunikasi online yang berisikan 
teks, foto, video dan suara. Media online ini dipilih oleh pemerintah dalam sosialisasi 
undang-undang cagar budaya karena dianggap sebengai media yang cepat dalam 
menyampaikan informasi dan tidak membutuhkan waktu yang lama.  
Adapun media online yang digunakan dalam mensosialisasikan undang-
undang cagar budaya adalah: 
a) Situs resmi pemerintah Kab.Soppeng 
Situs resmi pemerintah Kabupaten Soppeng (https://soppengkab.go.id) 
merupakan salah satu media pemerintah dalam menyampaikan informasi. Yang 
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terdiri sembilan menu yaitu, Beranda, Profil, SKPD, JDIH, Potensi Daerah, Fasilitas 
Umum, Informasi Publik, Download dan Hubungi Kami. Dimana setiap menu 
memiliki fungsi masing-masing dan situs ini di kelolah oleh keminfo kab.Soppeng 
dimana setiap kegiatan pemerintah Kabupaten Soppeng di publikasikan pada situs ini 
agar masyarakat Kabupaten Soppeng dapat mengetahui semua kegiatan pemerintahan 
selain itu situs ini juga merupakan  media dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
demi pemerataan penyampaian informasi. Salah satu bentuk publikasi kegiatan 
pemerintah yang di infokan dalam situs ini adalah sosialisasi cagar budaya yang 





Gambar 4.2 Situs Resmi Kabupaten Soppeng 
b) Bugis Warta dan Tribun Soppeng untuk skala lokal. 
Pemberitaan melalui media online Bugis Warta dan Tribun Soppeng 
merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam penyebaran informasi di Kabupaten 
Soppeng tentang cagar budaya. Salah satu pemberitaan yang dimuat di Tribun 
Soppeng adalah tinjauan bupati Soppeng Andi Kaswadi bersama Forkopimda 
Soppeng terhadap persiapan ziarah patung Bunda Maria Pieta di kawasan gereja 
katolik Soppeng pada tanggal 27 Juli 2016. Patung Bunda Maria Pieta merupakan 
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situs cagar budaya di Kabupaten Soppeng yang ramai diziarahi sejak tahun 1971 dan 
telah menjadi agenda tahunan pada bulan Mei. Diamana setiap tahunnya di kunjungi 
sekitar dua ribu jamaah  dari Sulsel, Sulbar dan Sultra ungkap pastor Imanuel Asi 
kepada tribunsoppeng.com 
Adapun manfaat yang diperoleh Humas pemerintah daerah Kabupaten 
Soppeng dari hubungan yang terjalin dengan media massa lokal, dikemukakan oleh 
informan Koordinator Pengadministrasi Analisi dan Kemitraan Media 
Sangat banyak, yang pertama itu secara otomatis disengaja atau tidak 
disengaja mereka sudah sangat membantu kami dari pihak Humas untuk 
mempublikasikan program dan kegiatan kami, yang kedua minimal apa yang 
dikerjakan oleh pemerintah daearah itu bisa diketahui oleh seluruh publik 
melalui media yang ada. kalau mungkin selama ini media internal kami 
terbatas hanya media online (Website) mungkin pembacanya atau 
pengunjungnya itu masih terbatas tapi kalau dibantu lagi dengan teman-teman 
media baik cetak, elektronik atau online di luar dari Humas itu justru lebih 
bagus, lebih membantu mempublikasikan  kegiatan pemerintah.(Wawancara, 
Sukriadi,5 Oktober 2017). 
Keterangan informan tersebut di atas menunjukkan manfaat signifikan dari 
media realtions yang dibangun oleh Humas pemerintah daerah Kabupaten Soppeng 
dengan media massa lokal. Salah satu manfaat yang dimaksud adalah untuk 
memenuhi aspek pelayanan informasi publik sebagai tugas dan fungsi utama Humas. 
Pelayanan informasi publik tentunya akan berjalan efektif jika Humas pemerintah 
daerah Kabupaten Soppeng melibatkan peran media massa untuk mempublikasikan 
cagar budaya yang ada di Kabupaten Soppeng. Humas pemerintah daerah Kabupaten 
Soppeng menyadari bahwa publikasi informasi tidak cukup hanya mengandalkan 
sosialisasi langsung dan Website yang kurang menjangkau seluruh segmen khalayak, 
karena itu dengan melibatkan media lokal diasumsikan dapat menunjang proses 
sosialisasi dalam penyebaran informasi tentang cagar budaya. Sementara untuk skala 
regional, Humas bekerjasama dengan Fajar dan Tribun Timur. 
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2) Media Elektronik 
Media elektronik yang digunakan dalam mensosialisasikan undang-undang 
Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya adalah Bugis Warta 
dan INews SulSel. 
Bugis warta adalah salah satu media lokal yang ada di Kabupaten Soppeng 
dimana setiap kegiatan pemerintahan selalu di beritakan dalam Bugis Warta dan 
untuk skala regional pemeritah Kabupaten Soppeng bekerjasama dengan INews 
Sulsel. Pemilihan media elektronik dalam mensosialisasikan peraturan undang-
undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di Kabupaten Soppeng dilakukan 
berdasarkan segmen penonton. Dimana Bugis Warta Tv memiliki 4.142 views dalam 
pemeberitaan Andi Kaswadi Razak saat di titik nol Indonesia 18 Maret 2016 
sedangkan INews Tv 193.298 views dalam pemberitaan Pangdam Hasanuddin 











Gambar 4.4 Logo Bugis Warta TV 
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3. Evaluasi Kegiatan Sosialisasi 
Setelah dilakukan publikasi melalui beberapa media, bagian Humas selalu 
melakukan evaluasi, khususnya menyangkut pelayanan dan maksimalisasi publikasi 
yang telah dilaksanakan. 
Humas dalam evaluasi melakukan berbagai koreksi terhadap pemberitaan 
mengenai sosialisasi undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. 
Semua berita yang telah dimuat dipelajari secara seksama. Selanjutnya bilamana 
dalam pemberitaan itu masih ada yang perlu dimuat maka sub bagian Peliputan 
segera menghubungi waratawan untuk melakukan pemberitaan lanjutan. Dalam 
proses evaluasi tersebut, seringkali Humas meminta pandangan-pandangan dari para 
wartawan tentang model sosialisasi pemberitaan yang harus dilakukan. 
Evaluasi bagi Humas sangatlah penting untuk dilakukan, karena ini terkait 
dengan kualitas pemberitaan dan sosialisasi peraturan daerah di masyarakat. Target 
dari evaluasi itu adalah masyarakat kabupaten Soppeng bisa mengetahui tentang 
sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi Humas pemerintahan 
pemberian informasi yang tidak maksimal adalah bukti dari kegagalan Humas.  
Evaluasi bagian Humas tentang pemberitaan dan sosialiasi undang-undang 
nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya terkhusus pada evektifitas pemberitaan 
melalui media massa. Kualitas sosialisasi akan dapat tergambarkan melalui rapat 
dengan menganalisa berita serta respon dari masyarakat. Semakin banyak surat 
pembaca maupun komentar-komentar di akun media online menjadi ukuran bagi 
Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng bahwa kualitas pemberitaan mereka 
tersosialisasi dengan baik. (Wawancara, Ilham, 5 Oktober 2017) 
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Selama melakukan penelitian di Kabupaten Soppeng, penulis telah melakukan 
observasi dengan mengajukan pertanyaan kepada kepada masyarakat yang berada di 
sekitas cagar budaya ataupun pengunjung cagar budaya Kab.Soppeng terkait undang-
undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, mereka umumnya telah 
mengetahui informasi tersebut melalui media online dan papan pengumuman yang 
terpasang di tempat-tempat cagar budaya yang berupa imbauan. Seperti yang di 
ungkapkan seseorang pengunjung cagar budaya Villa Yuliana saat di wawancarai di 
sekitar taman Villa Yuliana. 
Informasi ini saya dapat pertama kali melalui harian fajar namun saya baca 
secara sekilas saja, saya tau  bangaimana pentingnya kita menjaga kelestarian 
cagar budaya ini dari penjelasan penjaga Villa Yuliana yang kebetulan ada 
saat itu. (Wawancara, Syamsuddin, 15 September 2017) 
Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulakan bahwa sosialisasi undang-
undang cagar budaya tidak cukup hanya  melalui media massa saja. Namun perlu 
adanya sosialisasi langsung kemasyarakat agar masyarakar lebih paham dan 
hubungan pemerintah dan masyarakat lebih dekat lagi. Dalam hal ini Humas 
pemerintah Kabupaten Soppeng melaksanakan seminar dalam rangka sosialisasi 
langsung demi pemerataan informasi ke masyarakat. Hal ini seperti yang 
diungkapkan informan salah satu peserta seminar yang dilaksankan pemerintah saat 
di wawancarai lewat telpon. 
Dengan ada seminar ini kami sangat terbantu dengan informasi-informasin 
yang disampaikan terlebih dimana kita memperoleh masukan-masukan 
mengenai model-model perlindungan cagar budaya akan akan dilakuakan di 
kawasan Lembah Walanae.(Wawancara, Muh.Fahrid, 27 November 2017) 
Sehingga penulis menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan Humas 




C. Faktor Penghambat yang Dihadapi Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng 
dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Soppeng 
Hambatan Humas pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mensosialisasi 
undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ada beberapa faktor 
diantaranya: 
1. Faktor Geografis daerah Kabupaten Soppeng. 
Dimana seharusnya departemen kehumasan harus mampu bertindak sebagai 
publik informasi, publik affair dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan 
kegiatan dan program kerja pembangunan pada suatu instansi baik ditujukan kepada 
publik maupun publik eksternal (masyarakat).  
Daerah Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di 
propinsi Sulawesi Selatan, secara geografis Soppeng terletak pada depresiasi sungai 
Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan ± 700 km
2
 serta 
berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut. Kondisi 
geografis daerah kabupaten Soppeng yang berada di daerah pengunungan menjadikan 
penyebaran informasi kemasyarakat yang tidak merata. Hal tersebut menjadi kendala 
Humas kabupaten Soppeng dalam melakukan pemerataan target sosialisasi. Meski 
Humas pemerintah kabupaten Soppeng telah menggunakan media massa agar mudah 
menjangkau masyarakat, namun media pun memiliki kendala tersendiri sehingga 
tidak dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dijelaskan kepala 
Humas saat di wawacarai di ruang kerjanya. 
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Pasti ada, salah satunya adalah letak geografi beberapa desa atau wilayah 
yang ada di Kabupaten Soppeng masih susa untuk di jangkau, belum lagi 
jaringan telpon dan internet yang tidak ada sehinngga menyampaian informasi 
tentang cagar budaya itu tidak sampai di desa atau wilayah mereka 
(Wawancara, Ilham, 5 Oktober 2017). 
Keadaan seperti ini mengakibatkan peran humas dalam mensosialisasikan 
ataupun menyediakan informasi tentang cagar budaya tidak tersampaikan secara 
maksimal. Sehingga beberapa masyarakat tidak memahami undang-undang cagar 
budaya yang telah di atur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar 
budaya.  
2. Kurangnya Pemahaman masyarakat terhadapundang-undang cagar 
budaya. 
Masih banyaknya masyarakat yang belum paham isi dari undang-undang 
nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terlebih untuk daerah-daerah pedesaan 
sehingga mereka tidak mengerti pentingnya memahami isi undang-undang cagar 
budaya ini yaitu peran pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan, menjaga 
cagar budaya agar keberadaannya tetap ada dan bahkan telah diatur ketentuan pidana 
yang melanggar peraturan cagar budaya akan mendapatkan sangsi pidana atau 
penjara. Namun kurangnya pemahaman seperti ini mengakibatkan sering kali situs 
cagar budaya yang ada di Kabupaten Soppeng dirusak oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab. Salah satunya adalah situs Petta BuluE yang terletak di atas 
puncak gunung Cirowali Desa Mattabulu yang selama ini disakralkan oleh 
masyarakat Soppeng, tertata apik dan dirawat dengan baik,  Senin 11 April 2016 
diketahui dirusak dan diporak-porandakan oleh orang tak dikenal. Nisan 
beserta  ornamennya, berserakan dimana-mana, dinding makam yang selama ini 
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ditutup dengan kain juga dihancurkan. Bahkan beberapa  barang yang ada di lokasi 
makam  hanya menyisakan abu akibat dibakar. Kemungkinan yang merusak makam 
ini, orang yang tidak beres dan  punya gangguan jiwa ungkap Aride, Juru Kunci 
Makam Petta Bulu Senin 11 April 2016 saat di wawancarai oleh wartawan bugis 
warta. (Bugiswarta, diakses 26 November 2017)  
Masyakarat yang seharusnya bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga 
keberadaan cagar budaya ini malah mempersulit bahkan merusak. Selain itu aturan 
adat suatu desa atau wilayah sering kali menjadi kendala pemerintah dalam 
melestariakan cagar budaya ini. Salah satunya adalah pencaraian cagar budaya di 
kampung Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang merupakan 
kawasan cagar budaya. Dengan bekerjasama dengan balai pelestarian  cagar budaya  
Sulawesi Selatan dan Mahasiswa Unhas, pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan 
pencarian cagar budaya. Namun karena masih kentalnya aturan adat di kampung 
Umpungen mengakibatkan pencarian cagar budaya menjadi sulit. Dimana pemerintah 
dan para peneliti tidak diperbolehkan untuk menggali di beberapa kawasan yang di 
sakralkan oleh masyarakat sekitar. Sehingga hasil dari pencarian cagar budaya 
menjandi tidak maksimal. Ini karena masyarakat belum telalu paham tentang undang-
undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagara budaya. 
Walapun sebenarnya pemerintah telah melakukan sosialisasi  dan publikasi 
lewat media massa kemasyarakat agar pemerataan informasi mengenai undang-
undang cagar  budaya merata. Namun kesadaran masyarakat terhadap undang-undang 
cagar budaya masih kurang ini terbukti dari  seminar diskusi yang di lakukan oleh 
pemerintah. Dimana jumlah  kehadiran di siminar-seminar yang dilakukan 
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pemerintah  masih kurang. Sebagaimana yang di ungkapkan Kasi Pengelolaan 
Meseum saat di wawancara di rungannya. 
Masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan undang-undang cagar 
budaya. Ini terbukti dari beberapa seminar yang kami lakukan hanya 70% saja 
jumlah kehadiran peserta yang hadir walaupun kami sudah menyurat ketokoh 
masyarakat ataupun beberapa masyarakat yang kami anggap penting untuk di 
undang (Wawancara, Sudianto, 6 Oktober 2017) 
Tingkat kehadiran masyarakat yang masih rendah, berdampak pada kurangnya 
pemahaman masyarakat terhadap cagar budaya sehingga mengakibatkan sering kali 
pemerintah kesulitan di lapangan dalam menjaga ataupun melestarikan cagar budaya. 
3. Masih banyaknya situs cagar budaya yang belum terdaftar  
59 situs yang tidak bergerak di kabupaten Soppeng hanya 29 situs yang 
terdaftar. Hal tersebut menjadi kendala Humas kabupaten Soppeng dalam melakukan  
sosialisasi, dikarena masih ada sekitar 30 situs yang belum terdaftar. Belum 
terdaftarnya beberapa cagar budaya ini sangat berdampat buruk dimana dasar hukum 
yang lemah sehingga sewaktu-waktu pemilik sah dapat merubah bentuk asli dari 
bangunan yang ada dan biaya pelestarian cagar budaya ini tidak di anggarkan oleh 
pemerintah. 
Adapun faktor penghambat yang sering di hadapi oleh pemerintah Kabupaten 
Soppeng dalam pendaftaran cagar budaya adalah: 
a. Beberapa benda cagar budaya merupakan koleksi pribadi masyarakat. 
Cagar budaya yang merupakan koleksi pribadi masyarakat merupakan benda 
cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau sistus cagar budaya di peroleh 
melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah dan pembelian itu di sahkan dalam 
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undang-undang sehingga pemerintah tidak  dapat berbuat banyak. Namun pemerintah 
tetap melakukan pengawasan terhadap cagar budaya tersebut. 
Setiap orang yang tidak melaporkan rusaknya cagar budaya yang dimiliki 
dan/atau dikuasainya kepada instasi yang berwenang di bidang kebudayaan, 
kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 hari 
sejak di ketahuinya cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai tersebut rusak dapat 
diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 
b. Proses pendaftar sampai pencatatan membutuhkan waktu yang lama. 
Banyaknya proses yang harus dilewati sebelum terdaftarnya suatu cagar 
budaya membutuhkan proses panjang seperti yang disebutkan Kasi Pengelolaan 
Meseum saat di wawancara yaitu: 
Terdaftar suatu cagar budaya harus dimulai dari prorses pendaftaran, 
pengkajian, penetapan sampai pencatatan membutuhkan waktu yang agak 
lama karna harus melalui proses idetifikasi dan klasifikasi. (Wawancara, 
Sudianto, 6 Oktober 2017) 
Setiap pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. 
Setelah itu hasil pendaftaran diserahkan kepada tim ahli cagar budaya untuk dikaji 
kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Pengkajian 
sebagaimana dimaksud bertujuan melakukan identifikasi dan klasfikasi terhadap 
benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk 
ketetapan sebagai cagar budaya. Selama proses pengkajian, benda, bangun, struktur, 
atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan 
sebagai cagar budaya.  
74 
 
Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status cagar budaya paling lama 30 
hari setelah rekomendasi diterima dari tim ahli cagar budaya yang menyatakan benda, 
bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak 
sebagai cagar budaya. Setelah tercatat dalam register nasional cagar budaya, pemilik 
cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa: 
1) Surat keterangan status cagar budaya 
2) Surat keteranagan kepemilikan bardasarkan bukti yang sah. 
 Humas pemerintah Kabupaten Soppeng bekerjasama dengan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata hanya bisa menghibau masyarakat, agar tetap menjaga 
cagar budaya yang ada dan melaporkan apabila ada penemuan pelanggaran mengenai 
cagar budaya agar keberadaannya tetap ada. Oleh karena itu sebagai upaya untuk 
meminimalisir kurangnya pemahaman masyarakat, pihak Humas pemerintah 
kabupaten Soppeng mengikutsertakan tokoh masyarakat setempat untuk membantu 
dan turut serta dalam kegiatan sosialisasi undang-undang cagar buadaya ini.  Meski 
Humas pemerintah Kabupaten Soppeng telah menggunakan media massa ataupun 
sosialisasi langsung kemasyarakat, tentang pentingnya memahami undang-undang 
nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya karena sebuah kebijakan tidak akan 











Berdasarkan dari analisa dan pembahasan yang telah penulis lakukan 
mengenai Peran Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mensosialisasikan   
undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yaitu : 
1. Peran Humas Pemda Kabupaten Soppeng dalam mensosialisasikan Undang-
undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yaitu, Humas Kabupaten 
Soppeng dalam melakukan sosialisasi peraturan undang-undang nomor 11 tahun 
2010 tentang cagar budaya. Peran Humas Kabupaten Soppeng dalam sosialisasi, 
bentuk sosialisasi langsung seperti sosialisasi melaui seminar dan event 
sedangkan sosialisasi tidak langsung, dalam hal ini media yang digunakan bagian 
Humas pemerintahan Kabupaten Soppeng adalah: Situs resmi pemerintah 
Kab.Soppeng, Bugis Warta, Tribun Soppeng untuk skala lokal dan Humas 
bekerjasama dengan Fajar dan Tribun Timur untuk skala regional dalam 
sosialisasi undang-undang cagar budaya dan evaluasi kegiatan sosialisasi.  
2. Hambatan Humas pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mensosialisasi Undang-
undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ada beberapa faktor 
diantaranya adalah Faktor Geografi daerah Kabupaten Soppeng, Kurangnya 
pemahaman masyarakat terhadap undang-undang cagar budaya dan Masih 





B. Implikasi penelitian 
Dengan selesainya skripsi ini maka penulis 
1.  Pelaksanaan peran Humas bagi publik diperhatikan lagi pelaksanaannya, 
harus perlu control yang ketat agar kedepannya jumlah cagar budaya yang 
terdaftar semakin banyak. 
2. Humas pemerintah Kabupaten Soppeng agar sekiranya memaksimalkan 
semua media massa yang ada dalam sosialisasi undang-undang agar 
penyebaran informasi merata di masyarakat. Terkait dengan sosialisasi 
langsung humas perlu menghadirkan program-program baru bukan hanya 
workshop saja agar masyarakat lebih tertarik dan paham terhadap undang-
undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.  
3. Website pemerintah daerah Kabupaten Soppeng difungsikan dengan 
maksimal untuk penyebaran  informasi mengenai pemerintah agar masyarakat 





Arikunto Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:  
PT.Rineka Cipta.2013. 
 
Effendy, Onong Uchana. Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis. 
Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006. 
F. Rachmadi. Public Realtion: Aplikasi dalam Badan Swasta dan Lembaga 
pemerintah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.  
Iriantara, Yosal.. Community Relations: Konsep dan Aplikasinya, Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media, 2004 
Ihromi, T.O. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor            
Indonesia, 2004 
Jefkin, Frank.  Public Relation. ed-5. Jakarta; penerbit Erlangga, 2003. 
Lamb W. Charles, dkk. Pemasaran Cet.I, Jakarta : Salemba Empat, 2001. 
Nazir, Moh. Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia, 1983 
 
Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008 
 
Rakhmat, Jalaludin. Psikologi Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003 
Ruslan, Rosady. Managemen Public Relation dan media Komunikasi. PT Raja 
Grafindo perdasa, 2008. 
Shahab, Quraish. Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Jakarta: Lentera Hati, 2002 
Taufiq Rohman Dhoiri, dkk. Sosiologi: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat. Jakarta: 
Yudhistira, 2007 
 




Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial.Cet. I. 
Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008. 
Widjaya. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: bumi Askara, 1993. 
 
Jurnal dan Skripsi 
Aripin, S Daud, M. Peran Administrator Public dalam Formulasi dan  
implementasi Kebijakan (Analisis Kurikulum 2013. Jurnal Acaedemica Fisip 
Untad, 2014 
Evawani Elysa Lubis, “Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah” (Skripsi 
Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2012) 
Mayang Riyantie, “Peranan Humas Pemerintah Kabupaten Subang Melalui 
Konferensi Pers Dalam Menyampaikan Informasi Korupsi” (Skripsi Sarjana, 
UNIKOM) 
Sukmawati, Herlina. Tingkat Pengetahuan Ibu-ibu Rumah Tangga di Surabaya  
Tentang Sosialisasi Posyandu Lansia. Jurnal Ilmu Komunikasi, 2009 
 
Sumber Akses 
https://soppengkab.go.id, (diakses 9 Oktober 2017) 
http;//nardyberkomunikasi.Wordpress.com.perkembangan-hubungan-masyarakat-
dari- masa- ke-masa (di akses 24 Februari 2017)   







































Suasana saat pemberian materi seminar yang bertajuk “Kajian 
Pelindungan Cagar Budaya Kawasan Lembah Walanae, 
Kabupaten Soppeng, pada hari senin, 14 Agustus 2017, di hotel 










Suasana peserta seminar yang bertajuk “Kajian Pelindungan Cagar 
Budaya Kawasan Lembah Walanae, Kabupaten Soppeng, pada hari 













Suasana peserta saat pemberian materi Archeological Partnerships 










Suasana peserta saat pemberian materi Archeological Partnerships 

















Foto bersama Syamsuddin,S.Pd salah satu pengunjung Cagar 



















































Salah pemberitan di media elektronik Bugis Warta Tv tentang cagar 










Salah pemberitan di media elektronik iNews Sulsel  Tv tentang cagar 






Nama-Nama Cagar Budaya Yang Tidak Bergerak Kabupaten Soppeng 
NO NAMA CAGAR BUDAYA JUMLAH KETERANGAN 









































Makam Kalokkoe Watu 
Situs Megalitik Lawo 
Komp. Makam Jera Lompoe 
Situs Megalitik Tinco 
Komp. Makam Syehk Abd.Majid 
Situs Megalitik Sewo 
Situs Paleolitik Kecce 
Situs Paleolitik Calio 
Situs Paleolitik Paroto 
Komp. Makam Datu Mario 
Komp. Makam Abbanuangge 
Situs Paleolitik Marale 
Komp. Pattojo 
Situs Paleolitik Lakibong 
Situs Paleolitik Jampu 
Situs Paleolitik Lonrong 
Situs Paleolitik Lenrang 
Komp. Makam Jera CaddiE 
Situs Megalitik Umpungeng 
Komp. Makam Sulewatang Kebo 
Rumah Tradisional Batu Laiya  
Komp. Makam Petta Jangko 
Guo Codong 
Situs Megalitik GoariE I 
Situs Megalitik GoariE II 
Benteng Pattojo 
Komp. Makam Datu Baringeng 
Menhir Latemmamala 
Makam Datu Lompulle 
Kompleks Makam Pekka Saloe 
Makam Petta Sarae 
Makam Petta Jangko 




Situs Megalitik Madenra 
























1 Bu ah 
1 Buah 





























































Makam Arung Sekkang 
Rumah Arajang Tettikenrarae 































Istana Datu Soppeng 
Makam Petta Bulu Matanre 
Makam Petta Karamae Sering 
Gereja Katolik 
Monumen Sinyili 
Makam Petta Abbarange 




Makam Kuno Padali 
Makam Petta Kajuara 
Komp. Patung Arumg Palakka 
Makam Petta awo 


















































Nama-Nama Cagar Budaya Bergerak Kabupaten Soppeng 
NO NAMA CAGAR BUDAYA JUMLAH KETERANGAN 






















































Piring Ming Swatow 



















Piring Ming Saladong 
Piring King 




Kappara tanpa kaki 











Tempat Kapur Sirih 

















































Koleksi Musuem  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 



























































Fosil Gigi Anoa 
Gading Gajah 
Rahang 











Penggorengan (Pammuttu) Kuningan 
Pemotong Pinang (Kalakatti) Tembaga 
Tempat Sirih ( Ota – Otang ) Tembaga 
Kappara Berkaki Tembaga 
Kappara Berkaki Kuningan 
Kempu Tempat Beras Kuningan 
Tempat Ludah (Ammeccung) Kuningan 
Accuangeng Kue (Abbolung) Kuningan 
Piring Besar Porselin 
Piring Kecil Porselin  
Talang Kaki Polos Kuningan 
Talang Kaki Hias Kuningan 
Talang Kue Kuningan 
Piring Kuningan 
Piring Bingkai Kuningan 
Piring Kecil Porselin 
Mangkuk Tanah Liat 
Piring Kecil Tanah Liat 
Teko Kuningan 






Tempat Uang Perunggu 
Teko Kuningan 
Tempat Uang Mahar Kuningan 
Kempu Kuningan 
Tongkat Gesek (Gesong – Gesong) Tulang 





















































Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi Museum  Latemmamala 
Koleksi M. Anwar Rakib 
Koleksi M. Anwar Rakib 
Koleksi M. Anwar Rakib 
Koleksi M. Anwar Rakib 
Koleksi Hj. Junaeda 
Koleksi Hj. Junaeda 
Koleksi Hj. Junaeda 
Koleksi Hj. Junaeda 
Koleksi Hj. Junaeda 
Koleksi Hj. Junaeda 
Koleksi Hj. Junaeda 
Koleksi Hj. Junaeda 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Abdul Samad Saád, BA 
Koleksi Andi Muna Sinring 
Koleksi Andi Baderu 
Koleksi Andi Temmu 
Koleksi Andi Warus 
Koleksi Sasongko 
Koleksi Andi Warus 
Koleksi Andi Warus 
Koleksi Andi Muna Sinring 
Koleksi Andi Muna Sinring 
























































Talang Tutup/Pelangkiran Kuningan 
Tombak Kuningan 
Pedang Baja 
Keris (Tappi) Baja 




Piring Diagonal Kuningan 
Tempat Lilin Tembaga 
Piring Tembaga 
Tempat Uang Receh Tembaga 
Alat Tenun Tradisional Kayu Sempur 
Kaki Talang Tembaga 
Pisau Curig Perunggu 
Pisau Perdukunan Perunggu 
Sendok Dua Arah/Sode Perunggu 
Fosil Gigi Gajah  




Pikiran Ukuran Sedang Porselin 
Piring Kecil Porselin 
Teko/Cerek Perunggu 
Guci Porselin 




Kempu Kaki Kuningan 
Talang Kaki Kuningan 
Kendi Kuningan 
Pot Bunga Kuningan 
Vas Bunga Kuningan 
Lontara Paseng Kipas 9 tangkai ( daun 
lontar ) 
Lontara Paseng Kipas 3 tangkai ( daun 
lontar ) 
Teko/Cerek Perunggu 
Alat pelebur logam (cuangan) perunggu 
Pasu ( Busu ) Tanah Liat 
Piring Gerabah (Penne Tanah) Tanah Liat 
Piring/Talang Perunggu 
Keris/Sapukala Besi Tua dan Gading 
Keris/Lamba Besi Tua dan Gading 



















































Koleksi Andi Muna Sinring 
Koleksi Andi Muna Sinring 
Koleksi Andi Muna Sinring 
Koleksi Andi Muna Sinring 
Koleksi Andi Muna Sinring 
Koleksi Andi Adam Matti 
Koleksi Andi Adam Matti 
Koleksi Andi Adam Matti 
Koleksi Andi Adam Matti 
Koleksi Andi Adam Matti 
Koleksi Andi Adam Matti  
Koleksi Andi Adam Matti 
Koleksi Andi Adam Matti 
Koleksi Andi Adam Matti 
Koleksi Andi Temmu 
Koleksi Andi Adam Matti 
Koleksi Andi Adam Matti 
Koleksi Andi Akbar, S.Sos 
Koleksi Andi Akbar, S.Sos  
Koleksi Andi Akbar, S.Sos 
Koleksi Andi Akbar, S.Sos 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 
Koleksi Andi Nuraeni Majid 







Koleksi Aris  
Koleksi Aris  
 
Koleksi Aris  
Koleksi Aris  
Koleksi Aris  
























































Tombak Ujung Tunggal (Duru) Besi dan 
Kayu 
Tombak Ujung Dwisula (Bessing 
Kalakatti) Besi Tua dan Kayu 
Pisau Pakkere (Peconang) Besi Tua dan 
Tanduk 
Mata Tombak (Malela) Besi Tua dan 
Kuningan 
Badik Tipe Sari (Tuisi) Besi Tua dan Kayu 
Kalung Batu (Batu dan daun 
Pandang/Nenas) 
Batu Penggosok (Batu Apung/Vulkanis) 




Basi Tutup Porselin 
Rantang Porselin 
Tombak Kuningan 
Tempat tembakau/Saleppa (Perunggu) 
Talang Minyak Perunggu 
Talang Lampu Kuningan 
Bejana Batu (Batu Padas) 
Bejana Batu (Batu Padas) 
Bejana Batu (Batu Padas) 
Bejana Segi Empat (Pada Padas) 
Uang Perak (Perak) 
Uang Logam/Pesos ( Kuningan ) 
Uang Logam Kuningan 
Uang Kertas Jepang (Kertas) 
Mata Uang Jepang (Kertas) 
Mata Uang Belanda/Kolonial ( Logam ) 
Mata Uang Amerika (Logam) 
Mata Uang Inggris (Logam) 
Uang Receh/Kepeng Perunggu dan 
Kuningan 
Uang Receh/Kepeng 
Mata Uang Korea Kuningan 
Uang VOC/Kolonial Logam 
Uang VOC/Kolonial Logam 




Kapak Genap (Serpih) 
Fosil Tulang Belakang 
Fosil Tulang Kering Babi 
Fosil Fragmen Tengkorak 




















































Koleksi Aris  
 






Koleksi Aris  
 
Koleksi Aris  
Koleksi Aris  
 
Koleksi Acong ( Toko Semarang ) 
Koleksi Acong ( Toko Semarang ) 
Koleksi Acong ( Toko Semarang ) 
Koleksi Acong ( Toko Semarang ) 
Koleksi Andi Semmang 
Koleksi Andi Semmang 
Koleksi Andi Semmang 





Koleksi Aris (Sewo) 
Koleksi Aris (Sewo) 
Koleksi Abdul Samad Saad, BA 
Koleksi Drs. Andi Adam Matti  
Koleksi Drs. Andi Adam Matti  
Koleksi Drs. Andi Adam Matti  
Koleksi Drs. Andi Adam Matti  
Koleksi Andi Temmu  
Koleksi Andi Badaru  
Koleksi Aris (Sewo) 
Koleksi Abdul Samad Saad, BA 
Koleksi Andi Semmang  
Koleksi Darawisa  
Koleksi Anid Marsinong 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
















Fosil Kura – Kura 
Fosil Rahang Bawah Babi 
Fosil Gigi Babi 
Fosil Taring Babi 





Fosil Rahang Gajah (Tengkorak Gajah) 
Fosil Tulang Kering Gajah 














Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
Koleksi Museum Calio 
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